WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 4. TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang . a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010
lenlang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Peraturan Kepala Lembaga  Kebijukan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 |
tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa ‘
Pemerintah, maka Peraturan Walikota Semarang :
Nomor 34 Tahun 2014  tentang  Pedoman |
Penutausahaan  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kota Semurang Tahun Anggaran |
2015, perlu ditinjau kembali; |

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersecbut
diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota
Semarang lentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20 (3.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undangamdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahan 1999
Nomor 3801);
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentung
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4286);

Undang-undang Nomor 1 ‘fahun 2004 lentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambuhun Lembaran
Negars Repuhlii Indoncsia Nomur A355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbmnpan Keuangan Antara Pemerinlah fusat Dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 4438);

Undung undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor L7

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan  Kevamatan  di - wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat 1l Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara, dan Kendal serla [Penatasn
Kecamatan di wilayah Kotamadya  Dati 11 Scmarang
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Namor 89);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Kevangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan  Pemncrintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar  Akutanai Mermnerintah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambuhan  Lembaruan  Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Ncgara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Nomor G533);

Pernturnn - Presiden Nomotr 24 Tahun 2010
Bentang Fengadaan  Barang/Jasa Uemernintah,
sebognimana telah diubah  beberaps kali  Lerakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Kecmpat Alas Peratoran Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Poeugadaan
Burang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor &, Tambabao Lemboaran
Negara Mepuliik Indunosia Nomaor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/ Tahun
2007 tentang Pedoman ‘Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

.Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang  Pcdoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  sebagaimang  telah  diubah  beberapa  kali
lerakhir dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 wnlung Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang FPedoman Pemberian Hibah dan Banluan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah dinbah  denpan
Peraturan Menteni Dalam Neperi Nomor 39 Tahun
2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Binya Masukan Tahun Anggaran
2015,

Peraturan Muonteri Dalam Negeri Nomor 37 Tabuo
2014  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

Peraturaun Duerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang  Pengelolaan  Keuungan  Dacrah
(Lembaran  Dacrah  Kota Semarang Tahun 2007
Nomor | Seri K, Tambahan Lembaran Daerah Kotg
semarang Nomaor 1), schapaimana eluh diubnh dengan
Peraturan Duaerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturaan Daerah Kota
Semarang Nomeor 11 Tahun 20060 tentany Pengelolaan
Kecuangan Dacrah (Lembaran Dacrah Koia Semarang

Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 83):
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Peraturan Daerah Kota Semarung Nomor 5 Tahun
2007 tentang Penpelolaan  Barang  Milik Dacrah
(Lembaran Daerah Kol Semarang  Tahun 2007
Nomor 11 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kotu
Semarang Nomor 8);

Peraturan Daernh Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2011 lenleng  Anpparan Pendapatan  Jduu Belangs
Lacrah  Kota  Semarang  Tuhun  Anggaran 2015
(Lembanan Daermh Koo Semarang Tahun 2014 Nemar
L)

. Peraturan Walikota Scmarang Nomor 6 Tahun 2007

tentang Sistem Proscdur Penatausabadn Pengelolian
Keuangan Daerah Pemcerintah Kota Semarang (Berita
Daerah Kata Semarang Tahun 2007 Nomor 6);

. Peraturan Walikola Semarang Nomor 9 Tahun 2008

tentang Tatn Cara Pergescran Anggaran Antar Ryiclan
Obyek Delanja dan Antar Obyck Bcelanja (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun
2010 tenfang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemcrintah Secara Elcktronik (Berita
Ducrah Kota Semédrang Tuhun 20100 Nomor 37);

- Peraturan Wallkota Semarang Numor 20 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Fealuasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendaputan dan
[3elanja  Dacrab  gebugaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013
tentang Porubalicun Alus Poraluran Walikota Semarang
Nomor 20  Tahun 2012  tentang Tala  Cura
Penganggaran, Pelaksanaun dan  Penatausahaan,
Perlanggungjawaban dan Pclaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Ilibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran DPendapatan dan Belanja
Dacrah;

Peraturan Wulikola Scmarang Nomor 20 Tahuo 2014
tentang  Standar Satuan  Harga DI Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kuola Semarang T'ahun 2014 Nomor 20);

.Peraturan Walikota Sciarang Nomoer 40 Tahun 2014
lentang Penjabaran Angparan Pendapaltan dan Delanja
Macrah Kola Semarang Tahun Anpearan 2015 (Beorita
Dmcrab Kola Semarang Tahnn 2014 Nomor 40).




MLEMUTUSKAN;

Menetapkan ¢ PLERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015.

Puanl 1

Dulum Pernturnn Walikota int yang dimaksud dengan :

™
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Daerah adalah Kota Semarang,

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sehagai 1insur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota SBemarang,

Sckretaris Dacral adaluh Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Satuan Kega Pereogkal Daciall yang selanjulnys disingkat SKPD adalah
Salunn Kerja Perangkat Dacrah di Lingkungan Pemetintah Kota Semarang,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang,.

Inspektarat adalah Inspeklorat Kota Semarang.

Dinas Pengelolaan Keuanpan dan Asct Daerah yang selanjutnya disebut
DI'KAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangao dan Asel Dacrah Kola
Semarang.

Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kota Scmarang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adaluh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Renecana Kerja dan Anepparan Sutuan Kerjan Peranglkat Dacrah yang

selanjutnya  disingkat RKA-8KPD  adalah  dokuwmen  perencanaan dan
penganggaran yang boerisi program kegiatan SKPD Kota Semarang serlu
anggaran yang diperlukan untuk meclaksanakannya.

.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya  disingkat DPA-SKPD adalah  dokumen vyang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan sctiap SKPD yang digunakan schagai
dasar  pelaksanaan oleh pengguna  anggaran  SKI'D dilingkungan
Pemerintah Kota Semarang.

Pengadaan  barang/jasa pemerintah  adalah  kegintan  pengadaan
barang/jasa yang schagaian atau seluruhnya diblayal dengan APIIN/APRD),
baik yang dilaksanakan secara swakclola maupun oleh penyedia
barang/jasa.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi
bahan baku, setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya
ditetapkan olch pengguna barang/jasa.

Pekerjaan Konslruksi adalah gcluruh pekerjaan yung
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
wujud fisik lainnya,
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Jasa Konsultansi adalah layanan jasa  keahlinn  professional dalam
berbagar  bidang  yang  meliputi  jasa  perencanaun konstruksi, jusu
pengawasan konstruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka
mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang
disususn secara sistematis berdasarkan kermngka acuan kerja yang
ditctapkan pengguna jasa.

Jowin Tninnya adalah jasa yang membutuhkan  kemampuan tertentn
yang mengutamakan ketrampilan daleun sualu sislem lEld kelols yonp
wlnh dikenal luas di dunia usaha unruk meanyelesaikan suatu pekerjaan
atau segala pekerjaan dan/atau penycediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadasn Barang,

Sertifikasi keahllan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda
bukti pengakuan alus kompelensi dan kemampuan profes! dibidang
pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang merupakan  persyaratan
BESCOTHNE untuk  diangkat schagal penggung burang/josn atau
panitia pejabat pengacaan

Swakclola adalah  Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjuannyg
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai
penanggung  jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat.

Pejnbat Pengelola Keuangan Duaerah yung selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala 3atuan Kerjn Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya
disebut dengan SKPKD yang mempunvai tugas melaksanakan penpelolian
APBD dan bertinduk scbapar Bendahara Umum Daernh.

. Bendaharawan Umum  Daerah yang selanjutnya disingkal BUD adalah

Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Asel Duacrah dalam  lingkungan
Pemerintah Kota Scmarang yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendaharawan Umum Daerah Kota Semarang.

- Pengguna Angguran yang sclanjutnya discbut PA adalah Pejnbat pemegang

kewenungan penggunaan anggaran nntnk melaksanakan tugas polkok dan
fungst SKPPD yang dipimpinny:a.

-Kuasa Pengguna Anggaran yang sclanjulnya disebul KPA adalah Pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan schagaian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD.

. Pejabat  Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat PPK SKPL adalah pejabat  yang
melnkaanakan fungsi tata usaha keunngan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kepialan yang  selanjutnya  cisingkat PRTE

adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan salu atau
beberapu keglatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.

. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya  disebut PPKom adalah

pejabal yung bertanggungjawah atas peluksunaan pengadaan barang/jasa.

-Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yung dilunjuk untuk

mencrima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
memportanpggungiawabknan uang  pendapalan  dasrah dalam ronglin
pelakaanaan APRD,
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, mecnatausahakan, dan
mempertanggungjuwabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rungka pelaksanaan APBD pada SKPD.

+Kas Umum Daerah adaluh lempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayuar seluruh pengeluarnn daerah

Rekeming Kag Umum Daerah adalah rekening tempal peoylnpdnun uwang
dacrah  yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung scluruh
penerimaan daernh dan digunakan untuk  membayar  seluruh
pengeluaran pada Lank yung dilelapkarn.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah nang vang keluar dari kaa dacrah.

Pendapatan Dacrah adalah hak pemerintnh dacrah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah udalah kewajiban pemerintah daerah vang diakui sebagal
pengurang nilai kckayaan bersih.

Dokumen Pelaksanuan  Anggaran SKPD yang  sclanjutnya disingkat
DPA-SKPD  adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yung digunokan scbagal dasar pelaksaan anggaran olch
Pengguna Angparan,

Dokumen  Pelakzanaan  Anggaran  Lanjutan 8KPD yanpe  selunjutnya
disingkat DPAL-SKPD  adalah  dokumen yang memual sisa belanja
tahun scbelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.,
Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk rengatur
ketersediaan dana yung cukup guna mendanai pelaksanaan  kegialan
achapai dusar penerbitan SPP.

surat Penyediaan Dana yang selanjutnyn diaingkat 8PN adalah dokumen
yang menyatakan tersedinnya dana untuk melaksanakan kegiatan sehagai
dasar penerbitan SPP,

Sural Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen  yang diterbitkan oleh pejabat  bertanggungjawab  atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara  pengeluaran  unluk miengajukan
permintaan pembayaran,

S Uang Persedinan yang sclanjutnya disingkat SPP-UP adulah dokumen
yang digjukan oleh hendahara pengeluaran untuk permintaan uang mukea
kerja yang bersiful pengisian kembali (revolving)  yang liclak dapat
dilakukan dengan permnbayaran langsung,

SPP Ganti Uung Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pcngeluaran untuk permintuaan
penppanti - uang  persediaan  yang tidok  dapat  dilakukan  dengan
pembayaran langsung.

L 5PE Tambahan Uuny Perscdiaan yang  selanjulnys  disingkat SPP-TU

adalah  dokumen yung dinjukan olch bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna mclaksaniakan kegiatan
SKPD yang Ubersilul mendesak dan tidak dapat dipergunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.
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SPP Langsung yung selunjuinyn disingkat 3PP L3 adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengcluaran untuk pérmintaan  pembayaran
langsung kepada pihak ketign atas dasur perjanjian kontrak kegja atan
surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan  jumlah,
penerimaan, peruntukkan dan waktu pembayaran waktu tertentu yang
dokumennya disiapkan olch PPTK.

Surat Perintah Mambayar yang selanjutnya disingkal SPM adalah dukumen
yung digunokon/ diterintizan nleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anppdran unluk penerbitaur 3P2ZD atas behan pengelyaran DPA=SKIETD.,

CMural Perintah Memhbayar Usng Peracdinan yang  selanjutnya disinghkal

SPM UP adaluh dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk pencrbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA
SKPD yang dipergunakan sebagar uang persediaan  untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayvar Ganti Uang Persediaan yang sclanjutnya
disingkat SI'M-GU adalah dokumen yang diterbitkun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Menpgpuna Anpparan untuk penerbitan 8P20 atos beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat  Perintah Membayar Tambahan  Uang  Pereediaan yang
selanjutnya cisingkat SUM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengpguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  untuk pencrbitan
SP2D atas beban pengeluaran DIPA-SKI'D, karena kebutuhannnyn melebihi
dari jumlah hatas pagn uang porscediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan,

Sural Pointalh Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-1.6
adalah  dokumen vyang diterbitkan  olch  Pengguna  Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP20) atas beban pengcluaran
DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

CBurat Porintah Pencairan NDana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dolumen yang digunakan sebogal dasar pencairan duans yang diterhitkan
olely BUL berdasarkan BI'™,

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adulab dokumen  yung  memmat - perithahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguno Angguoran.

Badan Layanan Umum Dacrah yang sclanjutnya disingleat BLULD adalah
SKPD/Unit Kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyedinan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktifitas,

Unit Layanan DPcngadaan yang sclanjutnya discbut ULP adalah unit
arpanisasi pemerintab yang borfungsi melaksanakan pengadaan

harang /jasn yang bersifal permanen, dapal berdivi sendint atau melekat
pada unit yang sudah ada.
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. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan

Pengadaan Langsung, Penunjukan Lungsung, dan I Purchasing.

cPanitia  Pengadaun  wadalah  Panitia  yang  diangkat oleh  Pengguna

barang/jasauntuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

. Panitia/Pcjabat Penerima Tlasil Pekerjaan adalah panitin/ pejnbal yang

dilelapkan oleh PA/KPA yung bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan,

Penyedia barang/jasa adiliah hirelan usaha atau Orang
perscoranganyang  kegintan uaahanya  menycdiskan DBarang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pukta Intcgritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh
Pejabat Pembuat Kormilmen/panitia pengadaan/pcjabut pengadaan/unit
layanan pengadaan (procurement unit)/penyedia barang/jasa yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme
(KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dokumen  Pengadaan  adalah  dokumen yang ditctapkan  oleh
ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yung harus
ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya  disebut Kontrak
adaluh perjanjian tertulis antars PPKom dengan Penycdia Barang/Jasa
atau polaksuna swaokelola.

. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pckerjaan

Konstruksi/Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapal diikuti olch
semua Penyedia  Barang/Pekerjunan  Konstruksi/Jasa  lainnya  yang
memernuhil syarat.

Pelelangan  Terbalas  adalah metode  pemilihan  Penyedia  Pekerjaan
Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumilah Penyedin yong
mampu  melaksanakan diyakinl  terbatas  dan  untuk pekerjaan yang
kompleks.

Pelelangan Sederhana adalah metodc pemilihan Penyedia
Barang/Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedin
Pekerjuan Konstruksi untuk pekerjaan yang bormilui puling tinggi Rp.,
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sclcksi Umum adalah metode pemilihan Penycdia Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenuhi syaral.

-Seleksi Sederhanu adalah metode  pemilihan Penyedion  Jasa

Konsultans untuk Jasa Konsullansi vang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

Saycmbara  adalah  metode  pemilihan  penyedia  Jasa yang
memperlombakan  gagasan orisinal, kreatifitas dun  inovasi tertentu
yang harga/biayanya tidlak dapat ditetapkan berdasarkan
satuan.




68, Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
wemperlombukun baruang/benda tertentu yang tidnk mempunyai harga
pasar  dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan
harga satuan.

69. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dengan cara tenunjuk lanpsung 1 (sdtu)  Penyedia
Barang/.Jasa,

70, Penguduan Lungsung, adualah Penpadaan Barang/Jasa Tangsonge kepada
Penyedia Baranp/daza, tanpa melalui Telelangan/eelelei /Tenunjulslan
Langsung,

71.8ural Jaminan yang selanjutnya  disebut Jaminan, adalah jaminan
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang
dikeluarkan oleh DBank Umum/Perusahaan Penjaminan/l’crusahaan
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPKom/ULP
untuk menjamin ferpenuthinya kewajiban Penyedia Barang Jasa.

72 ckerjaan . Kompleks adalah  pekerinan  yvang memerlukan teknologi
linppi,  mempunyai resiko  tinge,  menggunakan peralatan vang
didesain khusus  dan/atau  pekerjnan  yung bernilai diolas Rp.
100.000.000.000,- (seratus miliyar rupiah).

73, Layanan Pengadaan Scceua Elcktivnlk yang sclanjulnya discbul LIPSE
adalah pusat yang melayani prases pengadaan barang/jasa pemerintah
secara eleklronik.

74.Portal Pengadaan Nasional adalab  pintu gerbang  sistem  informasi
elekironik vang terkeaut dengan mntormasl Pengadaan Barang/Jasa scoara
nasional yang dikelala oleh LKPP,

75. Standar Harga Satuun dilingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah
Patokan harga saluan uniuk berbagai jenis barang dan jasa dilingkungan
Pemerintah Kota Scmarang yang standard dan ditetapkan oleh Walikota,

Pasal 2

Pedorman penalausahoann pelaksannan anggaran pendapatan dan belanja
daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam peluksunuun kegiulun yang
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) APBD terdiri dari;
W, pendapalarn;
b. belanja; dan
¢. pembiayaan.

(2) APBD  berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015,

Pasal 4

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran daernh dilaksanakan melaluai
rekening Kas Dacrah.
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Pasal 5

Setiap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainfiya yang
mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pagsal &

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD secars rina diatur dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikola ini,

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan APBD  dilakukan olch  Aparal  DPengawasan
Fungsional sesuai dcngan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Scmarang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penalausahaan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Scrmarang
pada tanggal 16 -)"u“mu.ﬂm 2018

WALI SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang
pada tanggal Jp \61Jugyt A6E
\

-t
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR ] -
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSALIAAN FPELAKSANAAN
ANGGARAN  PENDAVATAN  DAN  LELANJA
DAKRAH KOTA STEMARANC TAHUN
ANGGARAN 2015

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERATI
KOTA SEMARANG TAHUN ANCGARAN 2015

I. PENDAIIULUAN
A. LATAR BELAKANG

Pengelolaun Keuangun Dactah adalah kescluruhan kepintan yang
meliputi perencanaar, pelaksanaun, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawabun dan pengawasan kcuangan daerah, Penatausahaan
Keuangan Daerah yang merupakan bagian dari Pengclolaan Keuangan
dacrah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan Keuangan
Daerah secara keseluruhan, Scdangkan keuangun dacrah adalah hak dan
kewajiban dacrah  yang dapat dinilai  dengan  wvang lermasuk  di
dalamuayy  segala  bentuk kekayaan  yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan  Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Scmarang Tahun Anggaran 2015, perlu disusun
Pedoman Panatausahaan Peluksanaan Anggarun Pendapatan dan Belanja
Daerah  yang  mencakup penatausahann,  akuntans, pclaporan,
pengawusun /pengendalian dan pertanggungjiawaban keuangan duaerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan kesatuan pemahatman dalam melaksanakan sistom dun
prosedur penatausahaan keuangan dan barang dacraoh yang sesuai
dengan  peratUran perundang-undangan, schingga ponatausahiom
keuangan dan burang daerah dapat terselenggara dengan baik dan
benar;

2. Bebagai Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Duerah Kota
Semarang;

3. Schagai penjabaran fungsi fungsi pengurusan Kcuangan Daerah;

4. Sebagai nlat pengendalinn, pengawasan dan pemeriksaan  dalam
penatausahakan pelaksanaan APBD:;

5. Sebagai pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD agar terwujud
kcterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan,
schingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepsl sasaran
dan manfaat seriu disiplin anggaran,




C. AZAS, PRINSIP DAN SIKLUS PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN APBD

1.

Azas Umum.
Azas Umum Pengelolian Keuangan.

a.

L.

k.

Keuangan  duerah  dikelola  secara tertib,  taat  pada aturan
perundang undangan, efcktif, ehsicn, ekonotnis, transparan dan
bertanppungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat;

Secnrg tertibh  schagmmana  dimalksud pada hurul (a) adaluh
Liahwa keuangnn dacrah dikelola sceara Tepal waktu dan tepat guna
yang didukung  dengan bukti bukti  administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan:

. Tual pada peraturan perundang-undangun schagaimana dimaksud

pada huruf (a) adalah bahwa pengelolaan keuangan dacrah harus
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

CElektil secbhagaimana dimaksud nnda huruf (1) merupakan

pencapaian hasil program dengan target yang lelah ditclapkan, yailu
dengan cara membandingkan keluuran dengan hasil;

. Elisicn sebagaimana dimaksud pada huruf (4) merupakan pcncapaian

kcluaran  yanp maksimum dengan  masukan  terlentu  atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluyaran lertentu;
Ekonomis  sebagaimana  dimaksud  huruf (#)  merupakan
pPemerolehan masukan dengan kualitns dan kuantitas tertentu puda
tingkat harga yang Lerendah;

- Transparan sebagaimana dimaksud hurut (a) merupakan prinsip

keterbukaan yung memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah;

Bertanppung jawab sebagsimana dlinaksnud uiul (1) merupukan
perwujudan kewajiban sescorang unluk mempertanggungjawabken
pengclolaan  dan  pengendalian  sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan:

. Keadilan schupgaimanan dimaksud huruf (a) adalah

kescimbanpan distribusi kewenangan dun pendanaannys Jdun/atnu
keseimbangan  distribusi hak  dan kewajiban  berdasarkan
pertimbangan obyeklif;

- Kepatutan sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah tindakan

atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional;

- Manlaat  untuk masyuraleat sebngaimana  Jdimaksud huruf (1)

ndalah bahwa keuangan daernh diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

Azas Umum Pelaksanaan APBD.
Semua  pencrimaan  daerah  dan pengeluaran  daerah dalam

rangka  pelaksanaan  urusan pPemerintahan dacrah dikelola
dalam APBD:

a.




o

—

Setiap  SKPD  yang mempunyai - fugas memungut dan/atau
menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan
dan/alau pencrimann berdasarkan  kelenfuan yvang ditetapkan
dulum peraturan perundang undangan;

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh pernluran perundang-
undangeuy,

Penerimaan SKPD berupn uang atau cek hurus diserar ke rekening
kus umum daeruh paling luma 1 (aatu) huri kerja;

Jumlah o belanjn yang  dianggarkan  dalam APRD merupakan
batas lertinggi un(uk sctiap pengeluaran belanja;

Pengeluaran tidak dapat dibchankan pada anggaran belanja jikn
untuk pengeluaran terschut tidak tersedia atay tidak cukup
terscdia dalam APBD;

Pengeluaran  schagaimana  dimaksud pada  ayal  (e) dapat
dilnkukan jika dalam kendoan darurat, yang selanjurnya diusullean
dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
laporan rcalisasi anggaran:;

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ()
ditetapkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangun;
Sctiap  BKPD  dilarang  melakukan pengeluarnn  atas heban
uanggaran dacrah untluk tujuan luin dari yang telah ditctapkan
dalam APRD;

Pengeluaran  belanja  daerah menggunakan  prinsip hemat,
tidak mewah, efcktif, ¢fisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Prinsip Pelaksunaan APBD.
Frinsip dalam peluksanaan APRD yang perlu diperhatikan, antara lain:

d,

by.

Pendapatan yang direncanakan merupakan pcrkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan, sedangkan belanja vang dianggarkan merupakan batas
tertinggi pengeluaran belanja;

Pengangguran  pengeluaran  harus didukung  dengan adanya
kepastian tersediunya pencrimaan dnlum jumlah yang cukup dun
tidak  dibenarkan  melaksanakan kegiatan yang belum tersedia
atau lidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubaharn
APBD;

Untuk Pcngcluaran atus beban APBD, tcrlebih dahuly diterbitkan
surat Penvediaan Dana (2PT) oleh PPKID selaku BUD;

Scmua penerimaan dan pengeluaran  dacrah  dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan
dilaksanakan melalui rckening Kas  Umum  Daerah yang
ditempatkan pada DT, Bank Jatcng;

Pengguna Anggaran/Pengguri Barang  atau  Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengeuna RBurang, Hendahara
Penerimaan/pengcluaran dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai vang/barang/kekayaan dacrah wajib menyelenggarakan
penalausahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan;




f. Pejabat yang mcnandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat buk(i yang menjadi dasar penerimaan
dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawah
terhadap  Kkebcnaran  materinl  dan  akibat yang timbul  dari
penggunaan surat bukii dimaksud;

g Seluruh penerimaan SKPD harus disctorkan ke Rekening Kas Umm
Daerah paling lambul 1 (satu) hari kerja scjak vang kus dilerima
kecuali ditentukan laing

h. BKPD penghasil secarn periodik (seliap bulun) memberikan laporan
target dun renlisasi pendapatan kepada DPKAD;

I Bendahara  Penerimaan/Pengeluaran baik  secara lingsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan pcerdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan  jasa atau bertindak
sebagal penjamin atus kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut;

J. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ataupun Kuusa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengeuna Barang dan Bendahara Penerimaan/
Pengeluaran jugn tidak diperbolehkan membuka rekening dengan
atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan  tujuarn
pclaksanaan APRBRD;

k. Pada SKPD yang mengelola penerimaan daerah hanya terdapal 1
(salu) orang Bendahara Penerimuan;

. Pada SKPD hanya lerdapal  Im (satu) orang DBendahury
Pengeluaran;

m. Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan dupat ditunjuk Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna  Barang, PPTK  dan
Bendahara I’cnerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

n. Untuk membaniu kelancaran tugas Bcendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran  dapat ditunjuk Bendhahara Penerimann
Pembantu/Bendhahary Pengeluaran Pembani

3. Biklus Anggaran Daerah.
Siklus Angparan Daerah meliputi Penyusunan APRD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban Pclaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

M. PERSIAPAN PANATAUSAIIAAN KHUANGAN DAERAT
A. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. Kcpala NDPKAD Kota Semuarung sclaku PPKD metupunyai tugas:
4, Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengclolaan keunngan
daerah;
. Menyusun rencangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
¢. Melaksanakan fungsi BUD:
d. Melakukan pengendalian pclaksanaan APBD;
e. Menyusun laporan keuangan  daerah  dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Kepala DPKAD selaku BUD berwenany
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
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h.

m,

n.
0.

Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA SKPD/UDPAL -8KPD;

Mclakukan pengendalian pelaksanaan APRD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dun pemberian pinjaman
atas nama Pemerintah Dacrah;

Memantau pelaksanaan penerimaan dun  pengeluaran APBD
oleh Bank dan/alau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditvungul;

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanuun APRD;

Menyimpan uang doerah dan bukti asli kepemilikan kekayaan
daerah berupa surat-surat berharga;

Mclaksanakan penempatan uang daerah  dan mengelola/
menalausahakan investasi;

Melakukun pembayaran berdasarkan permintaan pejahat
Pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
Melaksanakan sistem  akuntansi  dan  pelaporan kcuangan
daerah;

Melakukan pengelolaan utang dan piutang duaerah;

Melakukan penagihan piutang dacrah:

Menyajikan informasi keuangan daerah,

Kepala TIPKAD sclaku BUD menunjule  pojsbal sclaku lenass
BUD kepada :

a,

Kcpala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD
bertugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat
Penyediaan Dana (SPD), melaksanakan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Daerah, mclakukan pengelolaan urang dan
piutang dacrah dan melakukan prnapihan piutang dacrah sertn
mengelola/ menatausahakan investasi daerah:
Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD
bertugas menyiapkan dan menandatangani  surat perintah
pencairan dana (SP2D) dan melakukan pembuyaran berdasarkan
permintaan pejubat Pengguna Angg ran/Pengguny Barang 4las
beban rekening kas umum  dacrah serta melnlukan
pengendalian pelaksanaan APBD yany ditetapkan oleh PPKD;

Kepala Bidang Pcrbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD

bertugas untura lain ;

1) Menyimpan scluruh bukti asli kepemilikan kckayaan Daerah
berupa surat-surat berharga;

2) Berdasarkan  SP2D  yang  diterima dari Bidang
Perbendaharaan, Bagian Pcngelolaan Kas Daerah
mencrbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada PT.
Bank Jaleng untuk mcentransfer dana ke rekening  yang
berhak mecnerima sesuai dengan SP2D;

3) Memaulau pelaksanaan pencrimaan dan  pengeluuaran
APBD oleh Bank atau lcmbaga keuangan lainnya;




4) Menyimpan uang daerah sertn melaksanakan penempatan
uang daerah;,

2) Memotong dan menyetorkan pajak, IWP dan Tapcrum PNS
ke Kantor Pajak dan Kantor Kus Negara,

d. Penunjukan Kuasa BUD dilelapkan dengan Keputusan Walikota,
Kuasa BUD berlanggung jawab kepada Kcpala DPKAD =elaku
BUD;

e. PPKD bedlunggung jawaly aiow pelaksanaan tugusnya kepada
Walikota melalui Sekrelaris Dacrah,

B. PENGELOLA KEUANGAN SKPD

I Pengelola Keuangan SKT'D terdii sius -
Pcjabat Penppong Angps ran/Pengguna Barang;
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
Pejabat Penatausahaan Kcuangan SKPD (PPK-SKPD);
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Bendaharas Penerimaan;
Bendahara Pengeluaran;

;. Bendahara Penerimaan Pemban| t;

h, Bendahara Pengeluaran Pembantu;

i. Bendahara Barang

i. Pengurus Barang

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gayji;

I Pembantu Bendahara,
2. Uraian Tugas Pengelola Kcuangan SKPD,

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pecngguna Burang mempunyai
kcwenangan  dan bertanggung  jawab  atas  tertib
penatausahaan anggaran vang dialokasikan pada satuan
kerja yang dipunpinnya, termasuk melakulkzar pemeriksann
kas yang dikelola oleh Bendnhara Pengeluarun,

Tugas Pejabat Pengeun Anggaran/Pengguna Burang antara

lain sebagai berikut :

n) Menyusun RKA;

b) Menyusun DPA/DPPA/DPAL;

c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban angparan belanja;

d) Melaksanakan anggaran SKIPD yang dipimpinnya;

¢) Melakukan pengujian uatas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkon:

h) Mcnandatanpani Suray Perintuh Macmbayar (BPM);

1) Mengelola utang dan piutang  yang mcenjadi tanggung
Jawab SKPD yung dipimpinnya;

J) Mengelola barang milik daerah/kckayaan duerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

™o ot T
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3)

5)

k) Menyusun dun menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

1) Mengawasi pelaksanaan HNEgAran SKPD yang
dipimpinnya;:

m) Melaksanakan tugas-lupas pejobat penpgeuna anpparan/
pengguna  buarang  lainnyy  herdazsarkan  leunas yHME
diliinpahlkean oleh Walikota,

n) Berlanggungjuwab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Walikola melalui Sekretaris Duerah.

Pejabal  Pengguna Angguran/Pengguna  Barang dapat

mclimpahkan  schagai kowenangannya  kepada Pejabat

Kunsa  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengeuna  Barang

berdasackan pertimbangun besaran SKPD, besaran jumlah

uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang
kendali, dan/atau pertimbanguan objektif lainnya;

Pcjabat Pengguna Anggaran mengusulkan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara

Pencrimann/Bendahara  Pengeluaran  serta  HBendahara

Penerimaun Pembantu/Bendahurn Pengeluaran Pembaniu

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan pcjabat yang

diberi wewenang mengesahkan SpPJ kepada Walikota melalui

DPKAD;

Apabila  Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

berhalangan scmentara, mengusulkan kepada Walikola

untuk  menelnpkan  pejabat o scmentars yang  cibori
kewenangan scbagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang termasuk penandatanganan SPM dan tugas tugas

lain dalam pengclolaun keuangan SKpD.

Pejabal Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

1)

3)

Pejubat  pengguna anggaran/pengguna  harang dalam

melaksnnakan tugas  dapat melimpahkan schagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku

pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

Pelimpahan scbagian kewenanpan scbagaimana

dimaksud, meliputi:

a) Melaksanakan anggaran yang dikuasukan:

b) Melakukan penpujion dan memeriniahkan pembayaran
atas tagihan;

c) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

d) Mengatas pelaksanaan anggaran yang dikuasakan;

¢) Mclaksanakuan tugas-tugas pejabut kuasa
pPehgguna anggaran/pengeuna barang lainnya
berdasarkan  kuasa yang dilimpahkan oleh pcjabat
pengguna anggaran/pengguna barang.

Pelimpahan wewcnang kepada Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Penggung Barang, ditetapkan olel Walikota

atas usul Kepala SKPD;




4)

Penetapan  Kepala  unit kerja pada SKPD  scbagaimana
dimuksud  pada angka 3, berdasarkan pertimmbangan
tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran juinlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/alau rentang
kendali dun pertimbangan obyektil lainnya;

Pojabat kuass penppuna anggaran/kuasa pengguna baring

melaksanakan semua pekerjaan  dun penandatanganan

semug bukti pengeluaran untuk kegiatan yang dikuasakan;

Pejabat  kuasn  penggpuna anggaran/pengguna  barang

berlanggung-  jawab  atas  pelaksunonn tugasnya  kepada

pejabat pengpuna mggaaran/pengguna barang:

Khusus penunjukkan Kuasa Pengguna Angpgaran (KPA)

dilingkungan Sekrelariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

(Dishubkominfo), serta Kelurahan Percontohan ditetapkarn

sebagai berikut:

#) Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat ditunjuk schagai
Kunsa Pengguna Anggaran dengan kewenangan mulai
dari pengelolaan SPP sampai denpgun penandalanganan
SPM.

b) Kepala Sckolah SMA, SMK, SMP, TK Pcmbina, TK
Pakintelan dan SKB ditunjuk scbapai Kuasa Pengguna
Anggaran dengan kewenangan mulai dari pengelolaan
SPP sampai dengan penandatanpanan SPM.

¢} Kepala Puskesmas  ditunjuk scbagal Kuasa Pengruna
Anggaran dengan kewenangan mulai dari pengelolaan SPP
sampal dengan penandatanganan SPM.

d) Kepala UPTD di lingkungan Dishubkominfo ditunjuk
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan kewenangan
mulai dari pengelolaan SPP sampai dengan
penandatanganan SPM.

&) Lurah di Kelurahan Percontohan ditunjuk scbapai Kunsn
Pengguna Anggaran dengan kewenangan rmulai  dari
pengelolaan SPP sampai dengan penandatanganan SPM.

c. Pejabat Pecnatausahaan Keuangan SKPD;

)

Dalam rangka melaksanakan wewcenang dlas

pPeliggunann  anggaran  yang dimuat dalam DPA- SKPD,

Kepala  SKPD yung melaksanalan Fompeal Lata 1salia

keuungan pada SKPD schagai PPK SKPD;

PPK-S8KPD mempunyai tugas :

a) Menclit kelengkapuan SPP LS pengadasan harang dan jasa
yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran  dan
diketahui/ disetujui oleh PPTK;

b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 8PP LS
dan BPP L8 Gaji dan Tunjungun PNS seria pehghasilan
lainnya  yang ditctapkan sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

c) Mclakukan verifikasi SPP;

d) Menyiapkan SPM;

¢) Melakukan verifikasi harian alas penerimaan;

) Meluksanakan akuntansi SKPD;

g) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
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h) Mcnandatangani pengesahan SPJ yang telah diverilikasi
oleh Kosubag Keuangan/Kusubag Umum/Kasubag Tala
Usaha/ Kusubag Verifikasi, yang ditetapkan oleh Pgjabat
Pengouna Anggaran/Pengguna Barang, sedanpkan untuk
Penundatanganan Fengesahan Laporan SPJ
ditandatangani olch Pengguna Anggaran,

3) PPK-BKPD tiduk  boleh merangkap sebapal peajabul yang
burtugas  melakukan  pemungutan penerimaan  noegara/
claerah, bendahara, dan/atau PPTK.

d. Pejabat Pclaksana Teknis Kegiatan SKPD;

1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan
Pcjabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bara ng
dalam melaksunakan program dan  kegiatan menunjuk
pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;

2) Pcnunjukan PPTK scbagaimana dimaksud angka 1),
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, Anggaran
kegiatun, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali
serta pertimbangun obyektif lainnya:

3) PPTK yang dilunjuk  oleh Pejabat  Penppung
Angguaran/Pengpuna RBarang schagaimans dimaksud ungka
2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pejabat  Pengguna Anggaran/ KPA  altuu  Pcngguna
Barang/KPB;

4) PPTK  yang ditunjuk olech  Pejabat  Kuusa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagnimana dimakaud
angka 3), bertanggung jawab atas pelaksanaan lugasnya
kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuuasa Pengguna Barang;

5) PPTK sebagaimana dimaksud angku 4), mempunyai tugas:

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,

b) Meclaporkan perkem bangan pelaksanaan kegiatan:

¢) Menyiapkan  dokumen Anggaran alus hehan
pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
vang terkait dengan persyaratan pembayaran  yang
ditctapkan  sesuar  dengan  ketentuan perundang-
undangan;

d) Rertanggungjawaly  ulus poncapaian  larpel, Snsaréa,
manfaat kegiatan yang dikendalikannya;

€. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
l) Bendahara Pcncrimaan,

a) Bendahars Penerimaan mempunyai Lugds
menerima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan
dan mempertunggungjawabkan uang pendapatan dacrah
dalam rangka pelaksanuun APBD pada  SKPD yang
bersangkutan:




b) Dalam melaksanakan lugasnya, Bendahura
Pencrimaan dapat dibantu olch Bendahara Penerimaan
Pernbantu;

¢) Dalam melaksanakan tugasnyu Bendahara
Penerimann/Bendahara  Penerimaan Pembuntu  dapat
cibantu olelt Pembantu Bendahuarg Pencrimaan/Pembani
Bendahura Penerimaan Pembanty (Kasir Penerima Uang,
Permbuat Dalannen, dun Penecatat Fernbukyan)

2) Bendahara Pengeluaran,

a) Hendahara Pengeluaran mcmpunyai Lugas
menerima/menyimpan / membayarkan, menatausahalkan
dan mempertanggungjawabkun uang unruk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
yang bersangkutan;

b) Dalam hal Pejabat Pengouna Anggaran/Penppung RBara ng
melimpahkan sebagian kewenangunnya kepada Kuasa
pengguna Anggaran/Pejubat Kuasa Pengguna Barang,
Walikota rnenetapkun Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada unit kerja terkait;

¢) Dalam melaksanakan, tugasnya, RBendahiura Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembunilu dapatl dibantu olah
pembaniu bendahara pengeluarun/pembantu bendahara
pengeluaran pembantu (KasirPengcluaran/Pen yimpan,

Uang, Pembuat Dokumcn, Perncalat Pembukuan, Pembuat
Daftar Gaji dan Pembuat Laporan Gaji).
3) Dalam hal Bendahura berhalangan, maka .

) Apabila melebihi 3 (liga) hari sumpal paling lama 1 (saty
bulan, Bendahara tersebut wejib mernberikan surat kuusa
kepada staf yang, ditunjuk untuk melakukan
penyetoran  pembayaran  dan lugas-tugas bendahara
penerimaan pengcluaran atas tanggungjawah Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran vang  bhersangkuian  dengan
diketahui Pejubat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

b) Apabila melebihi 1 (satu) bulun sampai paling lama 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
pengganti dan dindakan berita acary serah terima;

¢) Apabila Bendahara Penerimaan/Pengeluaran  sesudah 3
(tiga) bulan belum juga dapat melaksanalkan tugas, rmika

dianggap  yang bersangkutan telal mengundurkan

diri atau herhenti sebagal bendahire

penerimaan/ pengeluaran dan segera diusulkan
- penggantinya.

C. PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD

L. Pengguna Anggaran/Pengpuni Rarang
Kepala SKPD diletapkan sebagai Pejabal Pengguna
Anggaran/Pejahat Pengguna Barang dengan Keputusan Walikota,
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2. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pejabat Kuasn Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 3arang ditetupkan

dengan  Keputusun  Walikota dan bertanggungjawab kepada Pejabat

Pengguna  Anggaran/Penggunu Barang. Pejabal yuang dapal

diusulkan/ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang adaluls:

u. Pejabat Keelon 11,

b, Kepala Sekalul SMA, SMK, SMF, TK Uembina, TK Pakinlelan duan
SR,

c. Kepala Puskeamisy;

d. Kepala UPTD di lingkungan Nishubkominto;

¢. Lurah di Kelurahan Percontohan.

3. Pgjabat Penulausahaan Keuangan SKPD (PPK-8KPD).

4. Dalom rangha melaksanakun wewenang atns penpeunaan
anggaran yang dimuat dalam DPA -SKPD, Kepala SKPD
menetapkan PPK-SKPD.

b. Pejabat yang ditunjuk schagai PPK-SKPD adalah Kasubag,
Kcuangan, apabila dalam organisasi SKPD tidak ada Kasubag.
Keuangan muaka Sckroiaris ditunjuk schagai PPK SKPD.

4. Pejobar Polaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabal

Kuasa  Pengguna Anggaran/Kuasa  Pengguna Barang dapat

menunjuk Pejabat Esclon IV sebagai PPTK.

5. Bendahara dan Bendahara Pembantu

Walikota atas usul PPKD menctapkan bendahara pencrimauun,

bendahara, pengeluaran, bhendahara  penerimann pembantu,

bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan  lugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
6. Pembantu Bendahara

a. Pembantu bendahary penerima/pembantu bendahara
penerimaun pembantu (Kasir Penerima Uang, Pembuat Dokumen
dawn Pencatat Pembuleunn) yang ditetapkan ulch Kepala SKPD,

b. Pembantu bendahara pengeluaran/ pembantu bendahara
pengeluaran  pernbantu  (Kasir Fengeluaran  Penyimpan Uang,
Pembuat NDokumen, Pchcatat Pembukuan, Pembuat Daftar Guji dan
Pembuat Laporan Gaji) yang dilctapkan oleh Kepala SKPD.

D. LAIN LAIN
Lo Khusus untule  pelaksana  funga Pengelolaan Keuanpan Doerals,

Kepala DPKAD bertindak sclaku Pejabat Pengguns Anggaran/Pengguna

Barang untuk pclaksanaan :

a. Kegiatan-kegiatan pada DPKAD;

b. Belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosidl, bagl haasil,
bantuan keuangan, Lelanja tidak terduga;

¢. Pengelunran pembiayaan duan pengembalian  atas  kelebihan
sctoran pendapatan.

2. Dalam melaksanakan fungsi Pengelolaan Kecuangan Daerah pada

DPKAD sebagai PPKD dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu,
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E. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN
ANGGARAN KAS

Penyusunan DPA.

Dokumen Pelaksanaan Angearan Sailimn Kerjin Perangkat Dacrah
(DFA-BKEPD) merupakan  dokomen yamg o memuat  pendapatan,
belanja dan pembiayaan digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan
rencana penarikan dana untuk pengeluaran yang dibutuhkun tiap-
tiap SKPD serta pendapatan yang telah diperkirakan.

Mekanisme penyusunan DPA SKPPD sebagai berikut :

a, DPKAD memberituhukan kepada semua Kepala SKPD agar
menyusun dan menyerahkarn Rancangan DPA- SKPD;

b. Tim Anggaran Pemerintah  Daerah (TAPD) meclakukan
verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama- sama
dengan Kepala SKPD;

¢. Berdasarkan hasil verifikasi tersebutl, DPKAD mengesahkan
rancangan DPA-SKPD dengun persctujunn Sckrctaris Dacrah;

d. DPA-SKI'D yang lelah disahkan disampaikan kepada Kepala
SKPD;

c. DPA SBKPD vyang telah disahkan digunakan sebagai dasar
pclaksanaan anggaran olen Kepala SKPD.

Formul DPA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Sntuan Kerja Perangkat Dacrah) terdiri duri:

a. DPA-BKPD 1 (Rincian Ahggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkual Daerah);

b. DPA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Sclanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Dacrah);

c. DPA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Rincian Anggaran Delanja Lungsung
menurul Program dun Keglatan Satuan Kerja Perangknt Dacrah);

d. DPA-SKPD 2.9.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung monurul
Program dan per Kegiatan Satuan Kerju Perangkat Dacrah);

€. DPA-SKPD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah);

f. DPA-SKPD 3.2 (Rincian Pengeluaran  Rembiuyaan Daerah).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (NDPAT).

NDokumen Pelaksunaan Anggaran Lanjutan adalah dokumen Ying

memuat sisa belanja tahun schelumnyu schagai dassag pelaksanaan

anggaran lahun berikutnya.

d. Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang
telah disahkan olch PPKD menjadi  DPAL -SKPD tahun
anggaran berikutnya.

b. Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD  menjadi DPAI,
SKPD, kepala SKPD menyampaikan  luporan akhir realisasi
fisik dun non [isik maupun kcuangan kepada PPKD paling
lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan;
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i,

Jumlah anggaran ynng disahkan dalam DPAL-SKPD setelah

terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut

1) Sisa  DPA SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atuu
belum diterbitkun SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.

2) Sisa BPD yang beclum diterbitkan 3P2D duu,

d) BP2D vang helum divangkan,

NPAL-SKPD  yang tclah  disahkan dapat  dijadikan  dasar

pelaksanann  penyelessian pekerjaan dan penyelesaion

pembayaran,

Pekerjaan yang dupul dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL

memecenuhi kriteria:

1) Pekerjuan yung telah ada ikatan perjanjian kontrak padu
fnhun anggran berkenaan;

2) Kcterlambatan penyclesaian pekerjaan diakibatkan bukan
karena kelalaian Pengguna Anggaran/Barang atau rckanan,
namun karena akibat dari force major,

3. Penyusunan Anggaran Kas,
Anggarun kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari pcnerimaan dan perkiraan arus kas keluar yvang digunakan

untuk mendanai pelaksanaan kegintan dalam scliap periode.

Meckanisme penyusunan Anggaran Kas scbagai berikut :

a.

b,

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan rancangan
DPA-3KPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD;
Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada DPKAD
bersamaan dengan rancangan YPA SKPD;

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanuakan
bersamaan dengan pembahasan DPA- SKPD;

DPKAD menyusun anggaran kas pemerintah  daerah guna
mengatur kelersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran  sesuai dengan rencana  penarikan
dana yang fercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan.

. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1. Kelengkapan Administrasi pada DPKAD.

a.

Bidang Anggaran;

1) SK Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD (Pormat A-1):

2) BK Penunjukan Pemimpin, Pejabal Keunngan dan 1'¢jabat
BLUD (Format A-1.1);

3) DPA-SKPD/DPAL-SKPD/DPPA-SKPD (Format A-2.1 s/d A-2.8);

4) Anggaran Kas (Format A-3);

n) Surat Penyediaan Dana (SPD) (Format A-4);

6) Buku Register Pengelola Keuangan SKPD (Formal A-5);

7) Buku Regiater DPA-SKPD (Forwal A 6);

8) DBuku Register SPD (Format A-7).

Bidang Perbendaharaan;

1) SP2D (Format B-1);

2) Buku Register SP2D (Formatl B-2);
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3) Surat Penolakan Penerblian S8P2D (Furmat B-3);

1) Buku Rcgister Penolakun Penerbitan SP2D (Format B-4);

5) Kartu Pengendalian Pencairan Dana Induk (Format B-5);

6) Kartu Pengendalian Pencairan Dana (Formal R-6);

7] Daltar Penguji SP2D (Formsl R-7).

Bidang Alkuiitansi;

1) Jornwl Khusus Pendaputun (Format ¢-1)

2) Jurnal Khusus Belanju (Format (-23);

3) Jurnal Pencrimaan Kas (Format -3);

4) Jurnal Penpeluaran Kas (Format C-4):

a) Jurnal Umum (Format ¢ 5);

6) Buku Besar (Format C-6);

) Korlas Kerja  (Worksheol)  Laporan Koeuangan  PRPED (Formnt
C-7),

8) Neraca Saldo PPKD (Formatl C-8);

9) Laporan Semcsler Pertama PPKD (Format C-9);

10) Laporan Realisasi Angparan PPKD (Format C-10);

ll)Neraca PPKD (Format C-11);

12)Catatan Alas Laporan Kcuangpan PIPED(I'ormat C-12),;

13)Kertas Kerja (Workshcet) Laporan Keuangan Pemkot
(Format C-13);

14)Neraca Suldo Pemkot (Format C- 14);

15) Laporan Scmester Pertama Pemkot (Format C-15);

16) Laporan Realisasi Anggaran Pemkot (Format C-16);

17)Neraca Dembkot (Format C-17);

Il8)Laporan Arus Kas (Formual C-18);

19)Catatan Atas Laporan Keuangan Pemkot (Farmat C-19);

20) Pernyataan Tanggungjawab Walikuta (Format C-20).

Kas Dacrah,

1) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran (Format K-1);

2) Buku Kas pembantu Penerimaan  dan Pengeluacan (Format
K-2);

3) Buku Permbantu Kas Pencrimaan per SKPD (I'ormat K- 3),

4) Buku Pembantu Kas Pengeluaran per SKPD (Format K- 4);

5) Buku IWP, PPh Gaji, Taperum dun PPN /PPh Rekanan
(Format K-5);

&) Laporan Rekapitulagi DPencrimaan Dacrah (Format K-6);

7) Laporan bulanan Pemotongan dan Penyeloran Pajak,
IWP, PPh Gaji, Tapcrum dan PPN/PPh Rekanan (Format K-
7);

8) Surat Tanda Sctoran (STS) (Format K-8);

9) Laporon bulanan Realisasi  Pencrimuan  Dacrih (Format
K )

LO) Laporan bulanan Realisasi Pengeluaran Daerah (Format K-
10);

I)Laporan bulanan Realisasi Penerimaa dan pengeluaran Kas
Daerah (Format K-11):

12) Laporan bulanan Rekonsiliasi Bank (Format K-12);
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I3)Laporan bulanan mulasi penempatan Deposito (Format K-
13);
14) Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) (Format K 14).

2. Kelengkapan Administrasi ;

a.

I,

Bendahara Pencrimaan.

1) Buku Kas Umum Pcncrimaan (Farmat Rend-1);

2) Buku Pembaniu Rincian Obyck Penerimaan (Format Bend-
2);

3) Buku Rekapitulusi  Pencrimaan  Harian  (Format Bend 3);

1) Buku Kas Penerimaan Iarian Pembanty (Format Hend 1);

5) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Seeary
Administratif (Formai Rend-o);

6) Laporan Pertanggungjawaban Penerimaun secura Fungsional
(Format Bend-6);

7) Recgister  Pengiriman Pertanggungjawaban  Penerimaan
(Format Bend-7);

8) Register Penerimaan Pengesahan Pertanggung jawaban
Penerimaan (IF'ormat Bend-8);

9) Surat Ketctapan Pajak Duaerah (8KP- D) (Format Bend-
(_I));

10)Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKR-D) (Format Bend-
10);

11) Burat Tandu Setoran (STS) (Format K-8).

Bundahara Penpeluaran.

1) Burat Pengantar SPP UP/GU/TU/LS Gaji/ s Burang dan
Jasa/LS PPKD (Format Bend 11.a sampal dengan 11.0);

2) Ringkasan 8PP UP/GU/TU/LS Gaji/LL8S  Barang dan
Jasa/L8 PPKD (Format Bend-12.a sampal dengan 12.0);

3) Rincian rencana penggunaan SPP UP/GU/TU/LS Gaji/Ls
Burung dan  Jusa/L8 PPKD  (Format Bend-13.a Ra 1Al
dengan 13.0);

4) Buku Kas Umum Pengeluaran (Format Bend-14);

5) Buku Simpanan Bank (Format Bend-15)

6) Buku Panjar (Format Bend- 16);

7) Buku Pajak PPN/PPh (Formal Bend- 17);

8) Buku Rekapitulasi Pengelunrun  Derincian Ohyck (IFormat
Bend-18);

9) Berila Acara Pemeriksaan  Kas Bendahara Pengcluaran
(Format Bend 19);

10)Berita  Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Pembantu (Format Bend-20);

L1)Kartu Kendali Kegiatan (Format Bend 21);

12) Laporan Pertangegungjawaban Pengeluaran SCCArd
administralif (Format Bend-22);

13) Laporan Pertanggungjawaban Pengelnaran secara fungsional
(Format Bend-23);

14) Registcr Pengesahan SPJ Pengeluaran  (Format Bend-24);

13) Register SPP UP/QU/TU/LS (Formal Bend-25);

16) Register 3PM-UP/GU/TU/LS (Formal Bend-26);

?
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17)Register Surat Penolakan Penerbitan SPM  (Format Bend-
27);
18)Bukti Pengeluaran Dana (Farmal Bend-28).
. PPK-SKPD,
1) Fungsi Perbendaharaan
a) Regiater Penerimaan SPP (Format FPK-);
b) Pengantar SPM (Farmat PPK-2);
¢) SPM (Formal PPK-3);
d) Register SPM (Format PPK-4);
¢) Sural Penolakan Penerbitan 8PM (Format PP -1);
) Repister Surat Penolakan Penerbitag, SIM (Format PPK-6);
2) Tungsi Verilikesi
4) Regisler Penerimaan Laporan Pertanggung jawaban
Penerimaan (Kormat PPK-7);
b) Registcr  Pengesahan Laporan Pertanggung jawaban
Penerimuaan (Format PPK-8R);
¢) surnt Penolakan l.aporan Pertangoungjnwnban
Penerimaan (Format PPK-9);
d) Rcgister Penolakan L.aporan Pertanggungjawahban
Penerimaan (Format PPK-10).
3) Fungsi Akuntansi
A) Jurnal Khusus Pendapatan (Format PPK 1);
b) Jurnal Khusus 3elanja (FPormat PPK-112)
¢) Jurnal Umum (Format PPK-13);
d) Buku Besar (Format PPK-14);
¢) Kertas Kerja (Worksheet) Luporun Keulangan SKPD
(Format PPK-15);
l) Neraca Saldo SKPD (Format PTK 16);
g) Luporan Realisasi Semester Pertama SKPD (Farmal 1K
17);
h) Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Format PPK-18&);
1) Neraca SKPD (Format PPK-19);
J) Catatan Atas LaporanKeuangan SKPD (Formal PPK-20);
k) Pernyatann Tanggung Jawab Kepala SKPD (Format
PPK-21.a sampai dengan PIK-21.d).

III. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
A. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

Proscdur pencrinuan marupakan  scranpkainn proscs  kegiatan
menerimg, menyimpan, menyctor  dun memperlanggungjawabkan
pcnérimaan uang, yang berada dalam pungelolaan SKPD. Pencrimaan
Daerah disctor ke rekening kas daerah.

1. Prosedur Setoran Melalui Bendahara Pencrimaan.
a. Wajib Bayar/Pihak Ketiga menyctorkan Pencrimaan dacrah kepaca
Bendahara Pencrimaan disertai lampiran SKP-D, SKK 1) dan/atau
tunda bukti pembayarun lainnya;
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b. Bendahara Penerimaan :

l) Mencrima  sctoran uang duri Wajib Bayar/Pihuk Ketiga;

2) Menghitung jumlah uang vang diterima dan
mencocokkan denpgan jumlah yang tercantum dalam SKpP-D
atau SKR-D:;

3) Mendisiribusikan SKP-D dan SKR-D kepada  Wajib
Bayar/Pihak Ketiga dan Dinas Pendapatan dun
Pengclolaan Aset Dacrah;

1) Menyiarkan dan mengisi Sural Tanda Scloran (378) dunfatan
clokwmen lain yauw dipersamalan yunyg hilandartangani olch
Bendahara Pencrimaan/Kasir Penerimaan minimal rangkap 7
(tujuh);

9) Menyetorkan  seluruh  uang yang  diterima ke rekening

Kas Daerah paling lambat | (satu) hari kerja sejak saal uang

kas tersebut diterima kecuali ditentukan lain:

6) Mencrima 1 (satu) lembar asli dun 2 (clua) lembar tembusan
Surat Tanda Sctoran dari  PT. Bank Jateng,

7) Mencatat bukti penerimaan ke dalam  buku Kas Umum
Pencrimaan, buku pembantu rincian obyek pendapatan dan
buku rekapitulasi penerimaan harian, Pengisian Dokumen
penatausahaan  penerimaan  dapat mengounakan  aplikasi
Komputer dan/atau alut elektronik lnin My#s:

8) Menyerahkun 1| (satu) lembar  tembusan  STS dan/atan
dokumen lain yang dipersamakan kepada PPK-SKI'D:

9) Setoran ke rekening Kas Daerah dianggap sah bilamana
DPKAD bagian Pengelolaan Kas Dacrah sudah mencrima
bukti/nota kredit dari PT, Bunk Jateng;

10) Becara administratif hatrus mempertunggung jawabkan
penerimaan kepada Pengguna Anggaran beserta bukli-bukti
penerimaan;

11) Sccara fungsional harus mcnyampalkan laporan

pertanggungjawaban kepada DPKAD (Bagian Akutansi) yang
dilampiri dengan BKU.
¢. Dokumen-dokumen vang digunakan :

1) Buku Kas Umum Pencrimann;

2) Rekapitulasi Penerimaan Harjan;

3) Buku Pembantu Rincian obyek pendapatan;

4) Sural Ketetapan Pajak Daerah (SKP D);

5) Surat Keletapan Retribusi Duerah (SKR-Dj;

6) Surat Tanda Setoran (518,

7) Bukti Pencrimaan Lainnya yang snh,

2. Prosedur Setoran Melalui Bendahara Pencrimaan Pembantu,

a. Wajib Bayar/Pihak Kctiga menyetorkan penerimaan dacrah kepada
Bendahara Penerimaan Pembantu diserta] Lampiran SKP-D, SKR-D
dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya;

b. Bendahara Penerimaan Pembanty -

1) Menecruna setoran uung dari Wajib  Buyar/Pihak Ketiga,
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2) Mcenghitung jumlah uang yan diterima dan mencocokkan
dengan jumlah yang tercuntum dalam SKP-D atau SKR-1D;

3) Mendistribusikan SKP-D dan S8KR-D kepada Wajib Buyar/Pihak
Ketiga dan Dinas Pendupatan dan Pengelolaan Aset Daerah;

4) Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (8TS) dan atau
dokumen  lnin yang dipcrsamakan yang ditandatangani oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu/Kasir Penerimaan pada SKPD
numimal rangkap 7 (fujuh):

J) Munyctorkan  sehirmh o nang yang  diwrima ke rekenine Kas
Dacrah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saa0 uang kas
tersebut diterima, kecuali ditentukan lain;

6) Menerima lembar asli Surat Tanda Setoran dari Kas Daerah
yang sudah diakseptasi;

7) Mceneatat bukii penerimaan ke dalam buku Kas Umum Pembantu,
buku pembantu rincian obyck pendapatan dan buka rekapitulasi
penerimaan harier. Pengisian Dokumnen penatausahaan
penerimaan dapat menggunakan aplikasi Komputer danjatau
alat clcktronik lainnya;

8) Bendahara Penerimaan Pembuantu wajibh menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilampiri
dengan bukti-hukti kepada bendohara pencrimaan paling lamhbat
tangeal 5 (lima) bulan berikutnya,

Dokumen-dokumen yang digunakan :

I) Buku Kas Umurn Pembantu;

2) Buku Kas Penerimaan Harian Pembantu;

4) Buku Pembantu Rincian obyck pendapatan;

4) Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;

9) Burul Keletapan Pajak Dacrah (SKP-D);

6) Surat Ketetapan Retribusi Dacrah (SKR D);

7) Surat Tanda Sctoran (8TS);

8) DBukti Penerimaan Lainnya yang sah.

Rendahara Penerimaan Pembantu, haik gcedara langsung

misupun tidak langsung dilnrang melakukan kegiatan perdaganpan,

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sehagali
penjamin atas kegiutun/pekerjaan penjualan tersebut;

Bendahara Penerimaan Pembantu tidak diperbolehkan membuka

rckening atas nama pribadi pada bank atau giro dengan tujuan

pelaksanaan APBD;

Fendahara Penerimann Pembanlu harus  meoyclurkan  seluruh

penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, moksimal L (satu)

hari kerja sctelah penerimaan uang kas;

PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN

Pengajuan Surat Permintaan Pembayuran (S1°1).
Pengajuan SPP terdiri dari:

SPP Uang Perscdiaan (SPP-UP)
SPP Ganti Uang (SPP-GU);
SPP Tambahan Uang (SPP-TU);

N
2
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3PP Langsung (STP 1.8);
SPP Gaji dan Tungangan Pegnwai,

Berdusarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakun dengan 5PD,
Bendahara Pengcluaran mengajukan SPP (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,
SPPLS dan SPP Gaji) untuk memperaleh pembayaran kepuda Pejabat
Penppima Anggaran /Tengguna Barang atau Pejabml Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa  Penppunn Barang  melalo PPR-SKPD,  denpun
ketenluwn:

&,

b,

Pengujuan SPP Uang Perzediaan (SPP-UPR)
Bendahara pengeluaran dapet mengajukan SPP-UP kepada Dojubat
Pengguna Anggaran / Pengguna RBurang atau Pejabat Kuasa Petigguna
Anggarun  kuasa  Pengguna Barang melalui PPK-SKPD dalam rangka
pengisian uang persedinan sctinggl tingginya 1/12 (seper dua belas)
dari pagu anggaran untuk penpcluaran yang bersifat tetap, seperti
belamja pegawal, layanan  jusa  dan keperluan kuanlor schari-hari.
untuk kegiatan yang akan segera dilaksanakan dapal diajukan scsual
dengan kebutuhan yang dircncanakan.

1) SPP UP disjukan untuk pengisian  uang persediaan yang
ditujukan bukan sebagai pembayaran langeung, dibcrikian
sekali  dulam  setahun don belum membebani paRn anggaran;

2) Kelengkapan dokumen scbagai beriki:

a) Copy SK penunjukkan Pengelola Keuangan SKPD;

b) Copy DPA-SKPD:

¢) Surat Pengantar SPP-UP;

d) Ringkasan 5pPP UP;

e) Kineian rencana penppunaan SPP-Up:

) Surat  pernyataan yang ditandutangani  oleh Pejabal
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atuu Pejabat Kuasa
Pengpuna  Anggaran/Kuasa Pengouna Barang  yang
menyatakan bahwa uang yang diminta dipergunakan untuk
uang poersediaan.

Pengajuan SPP-CU.

1) Setelah Dana Uang Perscdiaan diginakan, untuk belanja
beberapa kegiatan dan uniuk mendapatkan dana sclanjutnya,
Bendahara Pungeluaran dapat mengajukan SPP-GU sebagai
penggantl dana sebelumnya setclah realinsi SPJ mencapai
minimal /5% dari realisasi SPP-UP/SPP-GU;

2) Tendahura TPengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Pejabat,
Pengguna Anggaran/Pengguna Barung atau  Pejabat  Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Sarang melalui PPK-5KPD,

3) SPP-GU diajukan untuk pengisian uang persediaan vang telah
digunakan;

1) Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari :

a) Surual pengantar 3PP GU;

b) Ringkasan SPp-GiU-

¢) Rincian SPP-GU:

d) Surat penpesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas penggunaan  dana SPP-UP/GU/TU
sebelumnya;
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=)

e) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendaharg
pengeluaran  dlas  penggunaan  dana SPP-UP/GU/TU
sebelumnya;

f) Surat pernyataan yang ditandatangani  oleh Pejabat
Pengguna Anggaran/Penguuna Narang aluu Pejanbat Kuasa
Pengeuna  Anggaran/Kuasa Pengguna Barang  yuuy
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk  keperluan  selain  Ganti Uang Persediaan saat
pengajuan SP20D;

g) Lampiran lainnya.

Ketentuan SPP-UP dan SPP-GU ¢

a) Keperluan pengeluaran sehari hari vang haris
dipertanggungjawabkan vlch bendahara;

b) Belum memhbcbani Kode Rekening anggaran yang tersedia
dalam DPA-SKPD:

c) Penpeluaran dapat diganti kembali dengan mengajukan SPP
GGU dengan melampirkan pengesahan SPJ;

d) Danu Usng DPersedinan  disjukan  untuk pengisian vang
persedinan bukan  untuk  pembayaran lungaung  dan
diberikan sekall dalam setahun;

¢) Pelaksanaan pembayaran dengan  beban  SPP- UP/GU
harus dilakukan menurul ketentuan yang berlaku, antara
lain;

(1) Bctinp  pengeluaran tidak diperkenankan melampani
dana pada kode rekening anggaran yung
disediakan dalam DPA;

(2) Sctiap pembayaran harus berdasarkan (anda buk(i yang
sah;

(3) Pembayaran untuk  pembeclian langsung kepada satu
pihak ketiga  tidak diperkenankan melehihi jumlah
schesar Rp, 50.000.000,00 (limapuluh  juta  rupiah),
kecuali untuk pembayarun biaya langganan daya dun jasa
serta biaya pengadaan bahan bakar minyak (BBM) melalui
Pertamina/SPBU;

(1) Dalam  setiap  pembayaran  harus  dilaksana ks
keteniuan maengenal perpajnkan:

(2) Dana Uang Persediaan tdak bolch digunakan nniul
pengeluaran yang menurut ketentuun harus dibayarkan
dcngan SPP-L.S;

Pengajuan SPP- TU.
1) SPP-TU diajukan untuk  menambah uang persediaan;

2)

S)

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-TU kepada Pejabat

Penpgguna  Anggaran/Pengguna Barang aluu Pcjabal Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengeuna Barang melalui PPK

SKPD:

Ketcntuan SPP-TU antara lain:

a) Digunakan untuk melaksanokan kegiatan  yuang beorsifal
mendcsak ntau scsuai dengan Jjudwal kegiatan hurus scgera
dilaksanakan;
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b) Tambahan uang digunakan untuk kebutuhan satu i
bulan dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran
yang menurut ketentuan berlaku harus dibayarkan dengan
SPP-Langsung (L8);

¢} Jika (wmbuhan uang persedinun tdak  habie digunalan
dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tumbahan Uang  harus
disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah pada nkhir

periode peEnninladan uang persediaan, kecuali
(1) Kegiatan  yang pelaksonaannya melebihi 1 (sinin)
bulan;

(2) Kegintan  yang  menpalami penundasn  dari jadwiul
yang telah diletupkan yang diakibatkan oleh peristiwa dl
luar kendali PA/KPA.

d) Pengajuan SPP-TU harus mcndapat perselujuan dari PPKD.

4) Kelengkapan dokumecn SPP-TU terediri dari

a) Surat pengantur SPP-TU:

b) Ringkasan SPP-TU;

¢) Rincian rencana pengunaan TU:

d) Pengesahan SPJ TU schelumnya;

¢) Surat  kcteranpgan  yang  memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan;

f) Surat pernyataan  untuk ditandatangani  oleh Prjabhat
Penguuna Anggaran/Pengguna Barang, atau Pojabal Kuaaa
Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengouna Rarang  yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan
untuk keperluan sclain Tambahan Uang Persediaan saat
pengajuan 5P2D;

g) Lampiran lainnya.

d. Pengajuan SPP-L3,
Ketentuan Pembayaran melalui pembebunan Langsuny (LS);
- Pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak
dan/atau surat perintah kerja;
- Belanja gaji, tunjangan pegawai dan penghasilan lainny;
Pengeclunran pembiayaan:
- Jusn pelayanan keachatan.,

1) Pengajuan 8PP LS Barang dan Jasa

a) Atas  dasar pcermohonan PPTK, bendahara pengeluaran
mengajukan 3PP-LS Pengadaan Barang/.asa kepada DPcjabat
Penggunua Anggaran/Pengpuna Barang atau Pejabat Kuunsa
Pengpuna Anggaran/Kuusa Pengguna Barang melalui  PPK-
SKPD, wuntuk pembayaran uong muka atau poinbayaran
nluas prestasi pekerjaun (termin/MC) paling lumbat 7 (tujuh)
hari sejak diterima permohonan pembayaran dari penyedia
barang/jasa;

h) Kelengkapan dokurmnen SPP-1,8 mencakup ;
(1) Surat pengantar SPP-LS:
(2) 8PP 1.5;
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(3) Lampiran SPP-LS  Penpgadaan barang/jasa mencukup:

(a) Nomor Pokok Wajib Pajak;

(b) Nomor Rekening Bank Penyedin Barang/.Jasa pada
Bank Umumn,

(¢) Fakrur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditnnedatangani
wajib pajnk;

(d) Surat Scloran Pujak (55F) Sural pernyatann Pejabat
Pengguna Anggaran/Penggung Barang atau TPujabal
Kuasa Pengguna Angguran/Kuasa Pengguna Barang
meEngollin penctapan relkansg;

(&) Sural  Perjanjian  Kerjasuma/Kontrak antara pihak
ketiga dengan Pcjabat Pengguna  Anggaran/IPcngguna
Barang atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang;

(1) Berita  Acara  Pemeriksaan bermcterai  yang
ditandatangani  oleh  pihak kKctiga/relanan  sorin
unsw panitia pemeriksa barang berikog lampiran
dafltar baranyg yang diperiksa;

(g) Berita Acara  Penyelosaian Pckerjaan, bermetcrai
cukup;

(h) Berita Acara Serah Terima Barang/Jusu, bermeterai
cukup,

(i) Berita Acaua Pembayauan,  bermeterai cukup:

(1) Kuitunsi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani
pihak ketiga, diparaf Bendahara Pengeluaran,
diketahui PPTK dan disctujui olch Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat Kuasa
Pengpuna Anggaran/Kuasa Pengauna Barang,

(k) Suratr.Jaminun Dank  atau yang dipersamalean yang
dikeliarkan olch bank atau lembaga keuangan non
bank untuk pembayaran uang muka;

(I) Surat  Angkutan/Konosemen upabila  pengadaan
barang dilaksanalkan di luar wilayah kerja,;

(m) Fotu/buku/dokumentasi fingkat Kemajuan/penyelesuinn
pekerjaan;

() Suratl pemberitahuan potongun denda keterlambalan
pekerjaun  dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan:

(v) Potongan Jamsosiek (potongan sceuni dengan kctentuan
yang berlaku/surat pemberitahunn Jamsostek);

(p) Sural Perintah Kerja/Sural Perintah Mulai Kerja/Surat
Pesanan (Purchase Order)/Surat Perjanjian/Kontrak
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

(@) Surat Peryataan tidak terlambat;

(r) Berita Acara Pembebasan Tanah vang dibuat oleh
Panilia Pengadaan tanah;
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(8) Surul Juminan Bank Umum/Lembaga Keuangan yang
ditunjuk oleh Pemerintah untuk masa pemelibaraan
bagi pembayaran yang dilakukan sebesar 100% dari
nilal kontrak:

() Untuk pembaynran  selain kepada  pihak kelign,
dilanpirl daltar nominatif.

Surat Pernyatasn yang ditandatangani oleh Pejabat Penggunu
Anggaran/Pengguna Barung atau Pejabat Kuasa P'cngguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang vang menvyatakan bahwi
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan
selain Pembayaran Langsung (1.5),

Penpajuan BPP-LS Gaji  dan Tunjangan  DPegawai  serta
Penghasilan Lainnya,

a)

Pengajuan SPP LS Gaji Induk dibuat rangkap 3 dilampiri

dokumen sebagai berikut :

(1) Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank
Jateng;

(2) Daftar Rekapitulasi Pegawai heacrtg Kelunrganya;

(:3) Daftar Perbodaan paji bulan lalu dengan bhulan berjalan;

(4) Daltar Gaji dsb untuk para Pegawai;

(5) Daftar  Rincian  Belanja dan  Tunjangan Pegawai
Pembayaran Gaji:

(6) Reckap Daftar Gaji untuk bulan yang bersanglutan
pergolongan /ruang.

Pengajuan  SPP LS Belanja  lcgawai  (raji Susulan,

kekurangan  Gewji, Gaji  Terusan, Tunjangan Jabatan

dan Uang Duka Wafat/Tewas, dibuat rangkap 3 (tiga)

dilarnpiri dokumen sebagai berikul ;

(1) Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. Bank
Jateng;

(2) Daftar Penganinr SPR:

(3) Dallur Rincian Pchggunaan Angguran Belanja Pegawai
dengan dilampiri .

(4) Copy SK Capcg (dilegalisir);

(5) Copy 8K Mutusi (dilegalisir);

(6) Copy Surul Pernyataan Melauksanakan Tugns (dilegalisir);

(7) Tembusan  Surat  Ketoranpun  Penghentian Pembayaran
(SKPD);

(8) Tembusan  Surat  Keterangan  Untuk Mendapatkan
Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK).

Susulan Gaji karena  dijatuhi hukuman disiplin dilampiri ¢

(1) Copy 8K Pangkat terakhir (dilegalisir);

(2) Copy SK hukuman disiplin dari Walikotu (dilegalisir).

Unluk Kekurangan Gaji dilampir: ;

(1) Copy SK kenaikan pangkat (dilegalisir);

(2) Copy SK Berkala (dilcpgalisir);

(3) Copy dafiar gaji PNS yang bersangkutan sebelum naik
dan daftar gaji setclah ada kenaikan yang dilegalisir SKPD.
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€) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan dilampiri:

(1) Copy 8K Jabatan Strukiural (dilegalisir);

(2) Copy SK Jabatan Fungsional (dilegalisir);

(3) Copy Surat Pernyataan Pelantikan (dilcgalisir);

(4) Copy daftur goyi PNS yang bersangkutan scboelum naik
dan dafltar gaji setelah ada kenaikan yang dilcpalisir
SKPD.

[) Pembayaran Terusan Gaji (dibayarkan selama 1 bulan)
dilampiri ;

(1) Copy Sural Kelerangan Kematian dari Kepala Kelurahan
dan Camal (dilegulisir);

(?) Copy SK Pangkat Terakhir (dilegalisir);

(3) Copy Surat Nikah (dilegalisir);

(4) Polongan luran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 2 %,

g) Pembayaran Uang Duka Wafat (diberikan 3 kali gaji
terakhir yang diterima), dilampiri :

(1) Copy  Surat Keterangan  Komahian  dari Kepala
Kelurahan dan Camat (dilegalisir);

(2) Copy Burat Kcterangan ahli waris yang diketahui oleh
Kepala Kelurahan dan Camat (dilegalisir);

(3) Surat  Kcterangan  Kemnalian dari Instalasi  yang
bersangkutan;

(4) Copy SK Panglat terakhir (dilegaligir).

h) Pembayaran Uang  Duka Tewas (diberikan & kali gaji
terakhir yang diterima), dilampiri ;

(1) Copy  Surat Keterangan  Kematian dari  Kepala
Kelurahan dan Camat (dilegalisir);

(2) Copy Surat Keterangan ahli waris vang diketahui
olch Kepala Kelurahan dan Camal (dilegalisin:

(3) Surat Keterangan Kematian  dari Instansi yang
bersangkutan;

(4) Copy 8K Pangkat terakhir (dilegalisir);

(5) Copy SK dari Badan Kupegawnian Daerah atau Pejabat
lain yang ditunjuk  dalam lingkungannya (dilegalisir);

(6) Sambil menunggu point no.5) dintas sementara dapal
wenpujukan Unng NMuka / Wafat,

3) Pengajuan 3PP L3 ABKES dibual rangkap 3 (tiga) dilampirci
dokumecen sebagai berikut ;
a) Surat Pengantar SPP;
b) Surat Permintaan Pembayaran;
c) Rekapitulasi Daftar Gaji.

2. Penerbitan SPM,

a. Sctiap SPP yang memenuhi persyaratan dinyatakan lengkap dan
sah, akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK-SKPD selanjuinya
dimintakan tanda tangan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengeuna
RBarang atau Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM,
Penerbitan SPM paling lamua 2 (dua) hari kerja terhitung scjuk
ditt‘:r'irrmnyu SPP;

24




.

Apahila 8PP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan mencrbitkan
Surat Penolakan Penerbitan SPM yang ditandatangani oleh Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau DPcjabat vang diberi
wewenang menandatangant 3PM dan selanjutnya diberikan kepada

Bendahara  Pengeluaran  untuk  dilakukun  penyempurnaan,

penolakan pencrbitan SPM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak

SPP diterima;

3PM - yang felah diterbitkan, untuk selanjutnya diajukon kepuda

DPEAD untuk penerbitan S1220:

Penatausahaan pengeluaran  perintah moembayar  sehaAp-iang

dimaksud dilaksanakan oleh PPK-SKPD;

Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang dilarung menerbitkan SPPM yang membebani

tahun anggaran berkenaan;

Pembayaran atas beban  anggaran  belanja  daerah  dilakukan

dengan  penerbjtan Surat Perintah Membayar (8PM UP/SPM

GU/S5PM TU dan 3PM-LS);

Penerbitan S8PM-UDP/SI'M GU/SPM-TU.

1) PPK-8KPD mencrima SPP-UP/SPP GU/SPP-TU yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran;

2) PPK-SKPD  meneliti  kelengkapan dokumcn  8PP-UP/S3PP-
GU/SPPTU;

3) PPK-SKPD mencatal SPP UP/SPP-GU/SPP-T'U yang diterima
ke dalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU;

4) Jika kelengkapan dolkumen SPP-Ur/Srr-GuU/SPP-TU
dinyatakan lcngkap dan sah, PDK-SKPD menyiapkan SPM-
UP/GPM-GU/SPM-TU unluk ditandatanguani oleh  Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang  atau Pejabatl yang
diberi wewchang menandatangnni S°M;

H) Hatas  waktu antara penerimaan  SPP UP/SPP GU/SDPD-
TU/SPP-LS dan penerbitan SPM-UP/SPM- GU/SPM-TU/SPM LS,
sclambatlambatnya 2 (dua) hari kerja;

6) Jika kelengkapan dokumen SPP UP/SPP-GU/SPPTU
dinyutukan iidak lengkap dan/atau tdak sah, maks PPK SKPD
menolalk untuk mencrbitkan SPM UP/SPM-CL/SPM TU dan
selanjutnya rnengembalikan SPP-UP/SPP GU/SPP-TU paling
lambat 1 (satu) hari kerja tcrhitung sejak diterimanya
pengujuan 8PP kepada bendahara penpgeluaran untuk dilengkapi
dan diperbaiki;

7) Pcjabal Pengguna Anggaran/Pengpuna Barang atau Pejabat
yvang diberi wewenang mennndnlangani SPM menerbitlkan SPM-
UP/SPM-GU/SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-
TU yang dinyatakan lengkap dan sah:

8) PPK-SKPD rnencatat pencrbitan SPM-UP/SPM- GU/SPM-
TU yang diterima ke dalam Register Penerbitan SPM;

9) PPK-BKPD  mencatat penolnkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU
yang diterima  kedalam  Register Penolokan SPP:

25




10)5PM-UP/SPM-GU/SPM-TUJ dikirim ke NPKAD untuk
sclanjulnya diterbilkan SP21,

h. Penerbitun SPM LS
1) Pembayaran schagai SPM-LS uniuk :

(1) Pembayaran langsung kepada pihak  ketiga berdasarkan
kontrak dan/atau surat periniah kerja;

(2) Belanja gaji, tunjangan pegawai dun penghasilan lainnya;

(3) Pengoluaran pembiayaun;

() Jusa pelavanan kesehnton,

2) PPK-SKPD)  menecrima  SPM-L.8  baik  unluk Pengudaan
Barang/Jasa maupun belanja tidak langsung dan pengcluaran
pembiayaan yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran;

3) PPK-SKPD mencatat SPM-LS yang diterima ke dalam Register
SPP;

4) PPK-SKI'D  meneliti  kelengkapan  dokumen  SPP-LS.  Jikn
kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pcjabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Pejabat yang diberi
wewenang untuk menundatangani SPM;

o) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan fidak lengkap
daun/atan Udak sah, maku PPK SKI'D menolak nntuk menerbithkan
SPM-LS dan sclanjulnya mengembalikan 8SPP-LS paling lambat 1
(satu) hari kerja terhilung sejuk diterimanya pengajuan 8PP
kepadu bendahura pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki:

6) Pejabat Pengpuna Anggaran/Pengguna Burung atau Pejabat yang
diberi wewenang menandatanpuni SPM menerbitkan HPM-1.8 paling
lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak  diterimanya pengajuan
SPP - yang dinyatakan lengkap dan sah;

7) PPK-SKPD mencalul penerbitan SPM-LS ke dalam Register
Penerbitan SPM;

8) PPK-SKPD mencala penalakan penerbitan SPM LS yvang dilerima
ke dalam Register Penolakan SPM;

9) SPM-LS dikirim ke  DPKAD  uniuk sclanjuinya diterbitkan
SPAD,

Bulas waktu Penyampaian SPM untuk penerbitan SP2D,

a. Penyampuian SPM untuk penerbitan SP2D Gaji sclambat- lambalnya
tanggal 10 sebelum bulan berkenaan;

b. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian  SPM GU(TU) untuk
pencrbitan 3P2D selambat-lambatnysa lunggal 10 Desember tahun
anggaran berkenan.

Penggunaan Dana

a. PPK-SKPD mencrima SP2D (lernbar 2) yang dibubuhi cap telah
diterbitkan SP2D tanggal dan namor;

b. PPK-SKPD rncncatat SP2D yang diterima dalam register SP2n0;

. PPR-BKPD menycrahkan SP2D ke Bendaharn Pengeluanran:

d. Bendahara Pengehuaran mencatal SP20D yang ditcrima ke dalaun
register 3P2D;

¢. Bendahara Pengeluaran (ntau pihak ke tiga) menerima transfer uang ke
rekeningnya dari PI. Bank Jateng;
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[. Bendahara PengeJuaran mencatat transfer/pencrirmann kas ke dualam
buku Kas Umwun di sisi Penetimaan;

g. Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam buku
Simpanan/Bank (jika permnbebanan uang perscdiaan/ ganti uang dan
tambahan nang dan tambah uang persedinan ):

h. Bendahara Pengeluaran rnencatat pengeluaran ke dalam buku kus
LI (11 8184 ]‘w-ng::-lu;uuu;

i, Hendaharg pengcluaran menculat pengelnaran kus ke dalam bl
kas umum dion buku panjar, jiks uang yang dikeluarkan belum
disertai bukli transaksi;

J. Bendahara Pengelunran mencatat pemotongan dan penyetoran pajak
ke dalam buku pajalk.

Jika ada Bendahara Pengeluaran Pembanty

a. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uung muka kerja/panjar kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima uang dan mencatat
dalam buku kas pengcluaran pembantu di sisi penerimeasurn;

¢. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengeluaran kas ke dalam
buku kas pengeluaran pembantu di sisi pengeluaran.

o Pertanggungjawaban Pengelinaan Dana.

4. Bendahara Pengcluaran seeara administratif wajib,
mempertanggungjiawabkan pehgeunaan duna UP(GU(TU kepnada Pejabat
Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang mclalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 7 bulan berikutnyu;

b. Dokumen yang digunakan dalam mehnatausahakan
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

1) Register Pencrimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
(S1J);

2) Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengcluaran
(SPJ);

3) Surat Penalakan Laporan Pertunggungjawaban Pengelunran (S10);

4) Register Penolaksan Laporan Mertanggungjawaban Pengelunran
(SP);

o) Register Penutupan Kas.

¢. Dokumen laporan pertanggungjawaban mencakup
1) Buku Kas Umum:

2) Ringkasan  Ucngeluarsn per  rincian obyck  yang discrini
cengnn bukti-Bukii pengeluaran yang sah alas penpelyaran dari
setiap  rincian  obyck yang tercantum dalam  ringkasan
pengeluaran perincian obyek dimaksud:

3) Bukdi atas penyetoran PPn/PPh ke kas negara:

4) Register Penutupan Kas.

d. Buku kas wunum ditutup setiap bulan dengan mengetahui dun
persefujuan pejubat Pengguna Anggatan/Pengpuna Barung;

¢. Dulam hal laporan pértanggung jawaban telah sesuai, Pejabat
Pengguna  Anggaran/ Pengguna  RBarang  menerbitkan sural
pengesahan luporan pertanggung jawaban;
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a.

h.

m.

Dalam melakukan verifikasi atns laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan, PPK SKPD berkewajiban :

1) Mcneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan  bukt bukti pengeluaran yAang dilampirkan;

2) Menguji kehenaran  perhilungan  atns pengeluaran per rincian
obyele yung tercantum dulam ringkasan per rincian obyek;

J) Menghitung pengenaan PPn/PPh per perincian ubyek;

1) Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkun
periode sebelumnya.

Dokumen pendukung SPP-LS dapat  dipersumakan dengan bukl

pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung

kepada pihak ketipgsn;

Bendahara Pengeluaran pada SKPD whnjib mempertanggungjawabkan

sccara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi langgung

Jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pengeluaran  kepada DDPKAD paling  lambat tanggal 10 bulan

berikutnya;

Penyampaian  perlamggungjawaban  bendshara Cpengeluaran secara

[ungsional  dilnksanakun  setelah diterbitkan surat pengesalian

pertanggungjawaban pengeluaran vletl Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengpuna Barang;

Pcjabat Pengpuna Anggaran/Pengguna Barang melakukan

pemeriksaan kas yang dikelola olch Bendahary Pengeluaran sekurang-

kurangnya | (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan,

Bendahara Pengelharan melakubun pemeriksaan kas yang dilkclola

Bendahara  Pengeluaran  Pembantu sekurang- kurangnya 1 (satu)

kali dalam 3 (tiga) bulan;

Bendahara  Pengeluaran  yang mengelola belanja  bunga, hibah,

bantuan sosial, belanja  bagi hasil, bantuan kcuangan, belanja

tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahann  gcsuad

dengan keleniuan peraturan perundang-undangan:

Pengisiun  dokumen  penatausahaan RBendahara  Penpeluaran dapul

menggunakan aplikasi komputer dan /atau alat clektronik lainnya.

PERGESERAN ANGGARAN,

] +

Perguseran  anggaran sedapal  munpkin  dihindari  uniuk
mewljudkan konsisteusi perencanaan anggaran dan
pelaksanaannya;

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam  obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persctujuan Kepala DPKAD selaku
PPKD;

Pergeseran antar obyek belanjn  dalam Jenis belanja dilakukom
atas poersetujuan Sekreiarig Dacrah;

Pergescran anggaran dimaksud angka 2 dan 3 dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Walikota tentang  penjabaran APBD
schagai dasar pelaksanaan, untuk selanjulnya dianggarkan dalum
rancangan  petaturan dacrah tentany perubahan APHID;
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2. Tala cara pergescran belanja aninr  rincian obyek bulunju dalam
obyck belunja berkenaan dilukukan dengan kelentuan sebagai
berikut :

a) Kepalu SKPD  mengajukan permohonan  untuk melakukan
pergeseran  anggaran  kepada  Walikota melalui PPKD;

b) Pengajuan perwohonan pergcscran dilakukun penchtian dan
pengkajian olch Tim Pengkaji;

¢) Hasil penclitinn pengkajian . menjudi bahan pertimbsnpan
porsctujuan PPKD:

d) SKPD vyang telah mendapat  persetujlan pergeacran wiljib
memtormulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

6. Tata cara pcorgeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dilakukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) SKPD  mengajukan permohonan pergeseran  anggaran kepuadsa
Walikolu melaluj PPKD;

b) Pengajuan  permohonan pergeseran dilakukan penclitian dan
pengkajian olch Tim Pengkaji;

¢) Hasil penclitian dan pengkajian menjadi bahan pertimbangan
persetujuan Sekretaris NDaerah:

d) SKPD yang (lelah mendapatkan persctujuan pergeseran wajib
memlormnlagsikan kedalam DPPA SKP'D.

7. Pergesuran  anggaran  antar unit organisasi, antar kegiatan dan
antar jenis bclanja dapal dilakukan dengan cara merubah
peraturan daerah tentang APRD;

8. Pergeseran anggaran (idak dapat dilakukan setclah Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

IV. TATA CAKA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN,

A. BELANJA HIBAH.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari poemerintah
dacrah kepada pemerintah utnn pemerintaly dacrah lainnyu, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifal lidak wajib dan tidak rmengikat,
serta ldak sccara terus menerus yang bertujuun untuk menunjung
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemerintah Duerah  dapat  memberikan hibah sesunl  dengan
kemampuan  keuangan  daerah selelah memprioritnakan pemenuhan
belanja urusan wajib. Pemberian hibah inl ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
mempcerhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.

Kriterin Pemberian Hibuh -

a. Peruntukkannya sceara apesilik telah ditetnplan;

b, Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan  perundang-
undangan; dan
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¢. Memenuhi persyaratan penerima hibah,

Hibuh dapat diberikan kepada :
a. Pecmerintah.

Mibah  kcpads  pemerintah  diberikan kepada sutuan kerja  dari

kementrian /lembagn pe¢merintah non kementrian yiung  wilayah

karjunya berada dalam ducrah hersangkulan,
b. Pemcrintah Daerah lainnya.

Hibah  kepada  pemeriniah  dacrah lainnys  diberikan kepada

daerah  otonom baru hasil pemekaran  dacrah  schagaimana

diamanatkan peraturan perundang- undangan.
¢. Perusahaan Daerah.

Hibah kepada perusahaan dacrah diberikan kepada Badan Usahn

Milik  Dacrah  dalam  rangka penerusan hibabh yang diterima

pemerintab  dacrah  dari pemerintabh sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang- undangan.
d. Masyaruakat.

Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang

memiliki kegiatan tertcntu dalam bidang perekonomian, pendidikarn,

kesachatun, keagamaan, kesenian, adat istindat, dan keolahragnnn
non-profesivnal dengan persyaralun paling scedikit

- Memiliki kepengurusan yang jelas; dan

- Berkedudukan dalam wiluyah administrasi pecmerintah  daerah
yvang bersangkutan.

¢. Organisusi Kemasyarakatan.

Mhbah kepada organisasi kemusyarakatan diberikan kepada organisasi

masyarakatan  yung dibeniuk berdasarkan peraturan  perundang-

undangan dengan persyaratan paling sedikit :

- Telah ferdaftar pada pemerintah daerah selempat paling sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

- Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah
yang bersangkutan; dan

- Memuliki sekretarini tetap.

Pengangguran Hibah

a. Pemcrintah, pemerintah dacrah lainnya, pcrusahaan daerah, masyarakat
dan organisasi kemasyarakalan dapat menyampaikan usulun hibah secars
fertulis kepada kepala dacrah;

b Kepuld daernh menunjuk SKPD terlkait untulk melakukan evaluasi usylun
terschut;

¢. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rckomendasi
kepada kcpala daerah melalui TAPD.

d. TAPD memberikan perlimbangan  alas  rekomendasi  Lersebut sesual
dengan prioritas dan kemampuan keuangan dacrah,

Pemerintah,  pemerintah dacrah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan
hibah secara tertulis kepada Walikota. Walikota menunjuk SKPD terkait untuk
mclakukan evaluasi usulan terschut,  selanjutnya menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepady kepala daerah melalui TAPD.,
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TAPD memberikan pertimbangan  atas  rekomendnsi sesual dengan
privrilas dan kemampuan keuangan dacrah. Reckomendasi kepala SKPD dan
pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangun KUA dan PPAS.

Pencantiman alokusi anggaran mehmaiti |

a. Anggaran  hibah berupa uvang dicantumkan delumn RKA-PPKD dan
dianggarkan dalam kelompok belanja tiduk langsung, jenis belanja
hibih, obyck dan rincian obyck belanju berkenaan pada PPKD,
Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas LYPA-PPKD,

b. Anggaran hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-3KPD
dan dianpearkan dalam kelompok belanja lingsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yung diuraikan
kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan

jasa  berkenaan  kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek

belanja  hibah barang atay Jasa  kepada  pihak  ketiga/ masyarakat

berkenaan dengan SKPD.

Pelaksanuan  anggaran  hibah berupa  barang  atau jasa berdasarkan

atas DPA-SKPD,

RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam
APBD sesuai peraturan perundang-undangan,

Dalam rincian obyek belanja hibah dicantumkan nama penerima dan
besaran hibah,

Setiap pemberian hibah dituangkan dnlam Naskah Perjanjian ITihah
Daerah  (NPHD)  yang ditandatangani  bersama  oleh Walikota dan
pcnerima hibah.

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai;

Pemberi dan penerima hibah;

Twjuan pemberian hibah:

Besaran/rincian penggmanaun hibak yimg akan diteriu;
Hak dan kewsajiban;

Tata cara penyaluran/ penyerahan hibah: dan

Tata cara pelaporan hibah.

"o Ao o

Walikola  dapat  menunjuk Pejabat  yang diberi wewehang untuk
menandatangani NPHD.

NPT dilandatangani alk:h Walikota atnu Dcjabat yang ditunjuk dan
pencrima  hibah dengan pendelegusian penandalanganan sccara berjenjang
sebagai berikul :

a. Penyaluran hibah diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Walikota;

b. Penyaluran hibah  diatas Rp. 100.000.000,- (seratus  jutn rupiah)
sampai dengim Rp. 200.000.000,- (dua 1l juta rupiah) ditandatangam
oleh Sckretaris Daerah;

¢. Penyaluran hibah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh SKPD/Unit  kerja yang ditunjuk,

Wulikota menectapkan daftar pencrima hibah bescrta besaran uang atay
jenis barang atau Jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikoln
herdasarkan peratwan  dacroh tentang APBD dun peruluran Walikoly
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tentang penjabaran APBD, Daftar pencrima hibah tersebut menjadi dasar
penyaluran/penycrahan hibah.

Penyaluran/penyerahan  hibah  dari  pemerintah  daerah kepada
penerimin hibah dilakukan sctelah penandatangunon NPHD. Dencairan hibah
dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (L),

Pengadaan  barang  dan  jasa dalam rangka hibnh harus
berpedoman pada peraturan pcrundang undangan.

Pelaporan dun Pertangmungiawaban Hibah,

a. Pencrima  hibah  borupa  uang menyampaikan  laporan pengoungan
hibah  kepada  kepala dacrah  melalui PPKD dengan tembusan SKPD
terkait.

b. Penerima hibah berupa barang atau jusa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada kepula daerah melului kepala SKPD terkait.

¢. Hibah berupa uang dicatal sebagai realisasi jenis helanja hibah pada
PPKD dalam (ahun anggaran berkenaan,

d. Hibah berupu barang atau jasa dicatat sebugai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkait.

Pertanggungjawaban pemcrintah daerali atas pemberian hibah meliputi:

2. Usulan dari calon penerima hibuh kepada kepula daerah;

b. Keputusan kepala dacrah tentang penclapuan daftar penerima hibaly;

c. NPHD;

d. Pakta intepritas dari pencrima hibah yang menyutakan hahwa hibah yang
ditcrima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

¢. DBukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Feneruna hibah  bertangeungjowab secara lormal dan material atns
penggunaan hibah yang dilerimanya,

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi;

a. Laporan pengpunaan hibah;

b. Surat pernyataan (anggung jawah yang menyatakan bahwa hibah vang
diterima f(elah digunakan sesuai NFLHD; dan

¢ Bukl bukti pengeluaran yang lenghap  dan sah sesual prurilurenl

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti  serah  terima  barang/jasa  bagi penerima  hibah berupa
barang/jasa.

d. Pertanggungjawaban  disampaikan kepada  Walikota  paling lambat
tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan
Inin scsuai peraturan perundang- undangan.

€. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan  oleh penerima
hibah sclaku obyck pemeriksaan.

Realisasi  hibah dicantumkan pada laporan  keuangan pemcrintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan. : |

Hibah berupa barang yang helum diseranhkan kepnda penerirma hibah
sampai  dengun  akhir tahun  anggaran  berkenaan dilaporkan scbagai
persediaan dalam neraca.
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Kealisasi hibah herupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akunlunsi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan ains laporan keuangun dalam ponyusunan laporan
kcuangan pemerintah daerah.

13, BELAN.JA BANTUAN S0OSIAL

Bantuan sosial adalah pemberion bantuan berupn uang/harang dari
pemerintah daernh kepada individu, kelusrea, kelonmpok dan/atan
Masyarakal yang sifuinya tidak secara lerus muenerus dan selektif yung
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah  daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakal sesuai kemampuan keuangan daerah dan
dilakukan setelah mempriorilaskan pemenuhan belanju urusan wajib dengan
mempetrhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionaliins dan manfaat untuk
masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial meliputi:

a. Individu, keluurga, dan/atau masyarakal yang mcngalami kenduan yang
tidak stubil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana,
atau [cnomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,

b. Lembags non pemeriniahan bidung pendidikan, eagumann, dan bidang
luin yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian  bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat harus
memenuhi kriteria paling sedilkit:
a. Selektif;
Rahwa  bantuan  sosinl - hanya  diberikan kepada  calon pencrima
yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
b. Memenuhj persyaratan penerima ba ntuan, yaitu;
- Memiliki indentitas yang jelus;
- Berdomisili dalam wilayah administratit pemcrintah daerah berkenaan.
¢, DBersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadazn
terlentu dapat berkelunjutan:

- Kriteria  bersifat  sementara  duan tidak  terus  menerus diartikan
buhwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
seliap tahun anggaran.

- Keadaan tertentu dapat berkclanjulan  diarlikan  bahwa bantuan
sosial  dapat diberikan  seliup tahun ANgEarun SAamMpai penerime
bantuan telah lepas dari resiko gosial.

d. Sesuai tujuan penggunaan,

Kriteria sesual tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan

sosial meliputi;

1) Rehabilitasi sosial;

Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkun  kemampuan
scstorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksnmakan
fungsi sosialnya secara wajar.
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2) Perlindungan sosial,
Ditujuksn untuk mencegah dan menongani resiko  dari EUNCANELN
dan Kkcrentanan sosial seseorang,  keluarga, kelompok masyarakat
agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi scsuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

3) Pemberdayaan sosial;
Ditujukan untuk menjadikan sesvorang atou kelompok muasyarabat
yang mengalami asalab sosin) mempunyai daya, sehinggu mumpu
memenuhi kebutuhun dagarnya,

4) Jaminan sesial;
Merupakan skema  yung melembaga  untuk menjamin penerima
bantuan  agar dapat memenuhi  kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

3) Penanggulangan kemiskinan:
Merupakan  kebijukan,  program, dan  kegiatan  yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat vang tidak mempunyai
alau mempunyal sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,

6) Penanggulangan bencana;
Merupakan serangkaian upaya yong ditwjukan untulk rehabil)iasi

Bantuan sosial diterima langsung oleh penerima hantuan dapat berupa

a. Uang.
Adalah uang yang diberikun secara langsung kepada pcnerima  seperti
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pecngelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacal berat dan lunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yung lidak mampu.

L. Barang,

Adalah barang vyang diberikan sccara langsung  kepuda penerima
seperti bantuan kendaraan opcrasional untuk sekolah luar bigsa swasta
dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nclayan miskin,
bantuan makanan/pakaian kepuda yatim piatu/tuna sosial, lernak bagpi
kelompok masyarakat kurang mampu,

Penganggaran Bantuan Sosial,

a. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepudu
Walikota,

b, Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
tertulis,

¢, Kepala SKPD terkait moenyampaikan hasil evalyasi berupa relomendas:
kepada Walikota melalui TAPD.

d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas
dan kemampuan keuangan dacrah,

¢. Rekomendast kepala SKPD  dun pertimbangan TAPD menjadi duasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS.

f. Pencantuman  alokasi  anggaran stbagaimana  dimaksud pada  ayat
(2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

g. Bantuan sosial berupa uang dicuntumkan dalam RKA-PPKD.

h. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
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I. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi  dusar  penganggaran baniuan
sustal dalam APBD sesuai pernturan perundang-undangan,

1. Banuun sosial berupa uang) dianggarkan dulam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyck, dan rincian obyck belanja
berkchaan pada PPKD.

k. Buanluan sosial berupa barang dianpgarkan dalam kelompok belanja
lungsung  yang diformulasikan kedalam program  dan kegiatan, yung
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, abyck belanjo bantuan
sosiul - Lurang  berkanann  yang  akan  discrahlkan kepada pihak
ketiga /masyarakat, dan rincian obyck belanja buntuan sosial barang yvang
akan diserahkan pihak ketiga/masysrakat berkenaan pada SKPD.

I Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama pencrima dan besaran
bantuan sosial.

Pelaksanaan dan Penatausahaan,

4. Peluksnanaan anggaran  bantuan sosial berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD.

b. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupn barang berdasarkan

atas DPA-SKPD.

Walikota menetapkan dafltar penerima dan besaran bantuan sosial dengan

Keputusan Walikola berdasarkan Peraturun Dacrah tentang AFBD dan

Peraturun Walikota tentlang penjabaran APRD.

d. Penyaluran/penycrahan bantuan sosial didasarkan pada daftar pencrima
bantuan sosial yang tcrcantum dalam Keputusan Walikota.

¢. Pencairan hantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

. Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
kp. 5.000.000,00 (lima juta rupinh) pencairannya dapat diliakolkan melalui
mekanisime lambah uang (TU).

g. Penyaluran dana bantusn  sosial kepada penerima  bantuan sosial
dilengkapi dengan kuitansi bukti penerirmaan uang bantuan sosial.

h. Pengadaan barang dun jasa dalam rangka bantuan sosial harus
berpeduman pada peraturan pemndang-undangan,

[

Pclaporan dan Pertanggungjawaban,

a. Penerima bantuan susial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait. Bantuan sosial berupa uang dicalal scbagai realisasi jenis
belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

b.  Penerima bantuan  sosial  berupas Darang menyampaikun  laparan
peénggunaan  bantuan  sosial  kepads  Walikoty melalui Kepala SKPD
terkait. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagal realisusi obyek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program
dan kegiatan pada SKPD terkait.

Perlanggung jawaban pemerintah dacrah atas pemberian bantuan sosial
melipuli:

a. Usulan dari calon penerima banluan sosial kepada Walikota:

b. Kcputusan Walikola tentang pcnetapan daftar penerima bantuan sosial;
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c. Pakta integritas dari penerima  bantuan snain) yang menyatakan
buhwa  bantuan sosinl yang dilerima akan digunakan scsual dengan
usulan; dan

d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukii scrah terima barung atas pemberian bantuan sosial
berupa burang,

Pertanggungjawaban pencrima baniuan sosial melipuli:

. Laporan penggunaun bantuan sosial oleh penerunys bantuan sosial ;

b, Burat pernyataan  tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima  telah  dignrikan sesuai dengan usulan; dan

¢. Bukti-bukti  pengeluaran  yang lengkap dan  sah sesuai peraturan
perundang undungan bagi pencrima buntuan sosial berupa wang alau
salinun bukti serah (erima barang bagi pencrim: bantuan sosil berupa
barang.

d. Pertanggungjawaban disumpaikan kepada Walikota paling lambat tanggal
10 bulan Januari ahun angparan berikulnya, kccuali ditentukan lain
sesual peraturan perundang undangan.

¢. Penerima bantuan sosial bertanggunpjawab secara formal dan material
atas  penggunaan  bantuan  sosiol  yang diterimanya,

f. Pertanggungjnwelan disimpan dan dipergunakan oleh pencrins bunluan
sosial selaku obyek pemeriksuun.

g Realisasi  bantuan sosial dicantumkan pada laporun keuangan
pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan,

h. Bantuan sosial berupa barang yang belum discrahkan kepada penerima
bantuan  sosial  sampai  dengan  akhir tahun anggarian  berkcnaan
dilaporkan sebngni persediaan dalam neraci.

1. Realisusi bantuan sosiul berupa barang dikonversikan sesual standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkun
pada catalan atas laporan keuangan dalam penyusunan la poran keuangan
pemcrintah daerah.

Monitoring dan Evalunsi,

a. SKPD  terkait melakukan  moniloring  dan evaluasi alus pemberian
hibah dan bantuan sosial,

b. Hasil monitoring dan cvahasi disampaikan kepnda Walikota dengan
tembusan kepada SKPD yang mempunyai higas dan fungsi pengawasan.

. BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggurkan bantuan
keuangan yang bersifat umum stau khusus dari pemerintah dacrah kepada
pemerintah  daerah  lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah lain pcnerima bantuan
scrta kepada Pariai Politik.

Banluan  keuangun  yang  bersifat umuormn perantukkan  dan
penggunaannya  diserahkan  sepenuhnyg kepada  pemeriniah  dacrah
lainnya selaku penerima bantuan.

Bantuan keuangan vyang bersiful khusus peruniukkan  dan
pengelolaannya  diarahkan/ditetapkan oleh prmerintah daerah  selaky
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pemberi bantuan,

Bantuan yang bersifat kusus pemerintah dacrah sclaku pemberi
bantuan dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD
atau anggaran pendapalan daerah lainnya selaku penerima buntuan.

Tata Cara Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Banlusan Kouanpan:

w. Pemberian bantuan kcuangan harus mendapatl perselujuan DPRID
terlebih dahulu dan ditetapkan dalam APBD;

b. Bantuan kcuangan lersebut disalurkan melalui Kas Umnum Daerah dan
harus masuk dalam APBD pemerintah daernh lainnya sclaku penerima
bantuarn,

¢. Pergyaratan pencairan dana bantuan kenangain,

) Burat permohonan pencairan dana,

2) Nomor Rekening Kas Umum Daerah,

3) Kwitansi bermatcrai cukup rangkap 6 (enam) lembar,
4) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

d. Duna bantuan kcuangan harus digunakan sesuai dengan perencuanaan
dan pclaksanaannya sepenuhnya menjadi lunggungjawab pencrima
bantuan;

e. Penerima Dbantuan  keuanpan  wajib menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota paling lambat
1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

V. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA.
A. UMUM

a. Kegiatan dilaksanakan  oleh  SKPD  sesual lugas  dan fungsinya.
Pelaksanaan kegialan tidak bolch menyimpang dari DPA  SKPD yang
telah disahkan dan tidak melampaui pagu anggaran yung disediakan, scrta
tidak boleh mengadakan suatu kegiatan yang belum aca pos Aopearannya,
Terkecuali disertai dengan  pertimbungan-pertimbangan yang dilandasi
adanya kondisi situasional yang mendesak dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan permnbangunan sccara khusus.

c. Waktu mulainya pelaksanaan kegiatan akan sanpal  menentukan
pencapaian hasil, tepat waklu, lepal mulu, tepat sasaran dan manfaat
serta tertih administrasi deagan letap berpedoman/ memperhatikan
peraturan/ketentuan vang berlaku,

d. Analisa harga satuan dalam RAD untuk pekerjaan pemborongan, sudah
termasuk  kcuntungan  pemborong  schingga  lidak  dibenarkan
mencantumkan keuntungan pemborong dalam SPK/Kontrak.

c. Klasifikasi barang dan jasa yang belum  tercantum  dalam  standarisasi
harga makua dasar pengadaan menggunakan survey harga pasar, klasifikasi
barang dan jasa yang nilainya mclampaui standarisasi harga muaka terlebih
dahulu harus mendapatkan ijin Walikota scdangkan klasifikasi barang dan
jasa yang sudah tercantum dalam E-Catalogue LKPP maka harea yang
dipergunakan adalah harga yang tercantum dalam E-Calalogue tersehut,

o
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h.

=

Tata cara/prosedur pengadaan barang/juss pemborongan dan jasa
lainnya, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintuh beserta perubahannya,
Laporan Bulunan  disampaikan  sclambat-lumbatnyn  tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya dan harus divertal target yang telah ditetapkan tap
bulannya ke BAPPEDA dan Uagian FPembangunnn.

SKPD yang melaksanakon keglatoan pengadaan barang/jasa (baik yang
diluksanakan scndiri olch SKPD maupun melahn ULP)  diwejibkan
melaporkan sceura periodik setinp bulan kepada Sckretariat Daerah
meclalin Bagian Pembangunan,

Pengadaan  inveslasi/kerjusama dilakukan  dengan proses pelelangan
berdusarkan peraturan perundang-undangan yang herlalku,

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.

Perencanaan Pengaduan  Barang/Jasa  yang  dilaksanakan Penyedia
Barang/Jasa.

Pengguna  barang/jusa diwajibkan menyusun perencanaan pengadisn
barang/jasa yang meliputi;

a. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

1) DPengguna Anggaran menyusun Roencana Umnuam Pengadaan
Barang/.Jasa  sesual  kebutuhan pada SKPD musing-masing.

2) Rencana  Umun  Pengadaan  Barang/Jasa  meliputi keginton
kegiatan sebagal berikut :

a) Mcngindentifikasi  kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan
SKPD;

b) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran  uniluk
Pengadaan Barang/Jasa yang dibinyai oleh SKPD sendiri dan
yang akan dibinyai berdasarkan kerjusama antar BKPD
secara pembiayaan bersamay

¢) Menetapkan kebijakan umum tentang :

(1) Pemaketan pekerjnan;
(2) Cara Pengadaan Barang/Jasa, atau
(3) Pengorganisasiun Pengadaan Barang/Jasa.

d) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3) Pengguna Anggaran melakukan pemakctan Barang/Jasa dalam
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran
SKPD;

1) Pemaketan dilakukan dengan menctapkan sebanyak- banyaknya
paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi
kecil tanpa mengabaikan prinsip cfesicnsi, persainpgan  sehat,
kesatuan system dan kualitas kemampuan Leknis;

3) Dalam melakukan Pemakctan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran
dilarang :

8) Menyatukan atau memusatkan beberapa kepiatan yang tersebar
dibeberapu  lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat  cfesiensinya  scharuanyn  dilnkukan  dibcherapa
lokasi/daerah masing-masing;
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b) Menyatukan beberapa pakel pengadaan  yang menurut sifat
dan jenis pekcrjaannya bias dipisahkan dan/atay  hesaran
nilainys scharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro duan Usaha
Kecil serta Koperasi Keeil:

¢) Memecahkan Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa pokel
dengan maksud menghindari pelelangan, dan/atau;

) Menentukan Kriteria, persyaralan atau prosedur penpgadaan
vang diskriminatil dan/aluu dengon pertimbangan yvang tidak
ohyeletif o

G} Penggunue Angparan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa di masing-masing SKPD secara terbuka kepada
masyarakat luas setelah rencana peraturan daerah tentang APBD
disctujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD;

7) Rencana Umum pcngadaan barang/jasa wajib diumumkan melalui
aplikasi SiRUP yang dapat diakscs melalui hitps:// sirup. lkpp.go.id.

Jadwal polaksanaan pekerjuun.

1) Pcngguna  barang/jasa wajih membuat  jadwal  pelaksaneen
pekerjaan.

2) Jadwal pelaksanaan pckerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pckerjaan dan
waktu scrah terima akhir pekerjaan.

3) Pembuatan jodwal pelaksanaan pekerjaan cisusun sesuai dengun
waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikun batas akhir
tahun anggaran.

Peimnbiayaan pengadasn
Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang diperlulan untuk
proses pengadaonn,

Prinsip pelaksanaan pengadaan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan  prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1) Efisien;

2) Elektif

3) Transparan,

q) Teirlnibo,

5) Bersaing;

6) Adil/tidak diskriminatif; dan

7) Akuntabel.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jass harus diperbatikan hal

hal sebagai berikut:

1) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

a) Perhitungan IIPS/OE  harus dilakukan dengan cermat,
dengan menggunakan data dasar  dan mempertimbanglkan ;
(1) Analisa harga satuan pockorjaan yang bersangkuledn.
(2) Perkiraan pcrhitungan biaya olch konsultan/engineer’s
estimate (EE).

(3) Harga pasar sctempat pada waktu penyusunan HPS.
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e)

g)

(4) Harga  kontrak/Surat  Perintah  Kerja  (8I°K) untuk
barang/ pekerjaan sejenis sctempat vang pernah
dilaksanakan.

(0) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusal Slatistik (BPS), badan/instansi lainnya
dan media cetak yvang datanya dapat
dipertonggungjnwnbkun,

(6) Harga/larill barang/jasa vang dikcluarkan oleh pabrikan/
agen tunggal atnu lembngn independen.

(7) Daltar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh
instanst yang, borwerning,

(8) Informasi lain vang dapat dipertanggungjawabkan,

ULP wajib mengumumkan HPS pada  sant peopumogmen

pelakaanaan pengadaan.

HPS  merupakan balas  alas  penawaran  untuk Pengadaan

Rarang/Pckerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.

HPS/OE telah memperhitungkan :

(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Biaya umum dan keuntungan yang wajar  bagi penyedia
barang/jasa.

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya

lain-lain dan pajak penghasilan penyedia barang/jasa (PPh).

Untuk Pekerjaan jasa konsullansi ;

(1) HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang
terdiri dari dua komponen pokok yaita; Biaya Persoml
(rermuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (direct
reimbursable cost).

(2) Dalam Penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil
tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya,
kecuali untuk jenis pckerjaan konsultansi yang  bersifat
khusus, sepert;  pemelsan gdara,  survei  lapangan,
pengukuran, penyelidikan tanah dan lain lain,

Pembuat/penyusun  HPS/OE  harus mempunyai kualifikasi

sebagai berikut ;

(1) Memahami dokumen pengadaan dan selurah Gihapon
pekerjaan.

(2) Menguasal informasi/lkondisi lapangan dan linglkungan di
lokasi pkerjaan.

(3) Memahami dan menguasal berbasal  melode pelaksanaan
dan mengetahul mana yang paling cefisicn.

(4) Tidak pernah terlibat pelanggnran kode etik profest.

(5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai
pengadaan barang/jasa lermasuk pembuatan/penyusunan
[IPS untuk pekerjaan jasa konsullansi.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan HPS digunakan sebagai acuan
dalam cvaluasi penawaran, klariflikasi dan negosiasi dengan
calon konsultan terpilih.
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Dimungkinkan adanya perbedaan hasil negosiasi terhadap KAK
dan  HPS scperti  kualifikasi, jumlah penggunaan tenaga nhli
(person-manth), satuan biaya pcrsonil sepanjung Udak mengubah
Sasaran, tyuan dan kcluaran/outpul yang dihasilkan sertn tdek
melampaul pagu anggaran vang diperianggungjawablkan  secarn
keahlinn

2. Pelaksanaan Penguduan Barang/Jasa.
Para Pihak dalam Pengadaan Rarung/Jasa ;

a.

Pengguna Angguran (DA ),

Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran

1) Menetapkan Rencana Umum Pengaclamn;

4) Mengumumkan secara luus Rencana Umum Pengadaan melalui
aplikasi SIRUP yang dapat diakses mclalui https:// sirup.lkpp.do. id ;

3) Menetapkan PPKom;

4) Menetapkan Pcjabat Pengadaan;

o) Menctapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

6) Mcenetapkan :

a) Pemcnang pada Pelelungan atay penyedia pada Penunjukkan
Langsung  untuk  paket  Pengadaan Barang/Pekcrjaan
Konstruksi/.lasa lainnya dengan nilai diatas
Rp.100.000.000.000,- (scratus milyar rupiahy);

b) Pemenang pada Selcksi atau penyedia pada  Penunjukkan
Langsung untuk paket Penpadann Jasa Konsullansi dengan
nilai ciatas Rp. 10.000.000.000, (sepulub milyar rapiah).

7) Mengawasi pelaksanaan anggaran;

8) Menyampaikan laporan keuangan  sesuai detigan kctentuan
peraturan perundang-undangan;

9) Menyclesaikan  perselisihan  antara  PPK dengan  ULP/Pcjabat
Mengadaan, dalam hal terjadi perbednan pendapat;

10) Mengawasi  peayimponan  dan pemelilimiasn seluruh Dokumen
Pengadaan Barung/Jasa;

11) Dapat Melimpahkan scbagian wewenang kepada KPA didasarkan
atas pertimbangan besaran beban pckerjaan atau rentang kendali
organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

122) Memberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada paket
keglatan terkail melalui mekanisme sebagaimeana diatur dalam
Peraturan Kepnla LKPP? Nomor 18 Tahun 2014 ten tang Daftar itam
dalam Pengadaan Rurung/Jasa Pemerintah;

13) Menyalukan pelclangan/seleksi/pemilihan langsung magal; dun

14) Menyetujui penggunaan metode penunjukan langsung, dalam hal

Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal,
Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ),
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan Pejabat yang ditetapkan
olch Kepula Dacrah alas usul dari Pengguna Anggaran (PA) dan
memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran.
Pcjabal Pembuat Komitmen (PPKom).
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran bertindak  scbugai Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom).
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Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai

berkut;

1) Memiliki integritas moral,

2) Memiliki disiplin tinggn;

3) Memiliki tangpung jawab dan kualifikas] teknis serta manajernial
untuk melaksanakan tugas yang dibecbankan kepadanya;
Persyaratan manajerial dimaksud adalah:

a) Berpendidikan paling kurung Sarjuna Strata Satu (S1) dengan
bidang keahlian yang sedapat mungkin scsuai dengan tuntutan
pekerjaan;

h) Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
sccara aktif dalam kegiatan yang berkuilan dengan Pengadaan
Barang/Jasa;

c) Memiliki  kemampuan  kerja  secara  berkelompok  dalam
melaksanakan sctiap tugas/pekerjaan.

4) Memiliki  kemampuan untuk  mengambil  keputusan, hertindak
legas  dan keteladanan  dalam sikup  don perilaku serta tidak
pernah terlibut KKN,

PPKom dilarang mengadakan ikalan perjanjian atau menandatangani

Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum  tersedia

anggaran  alau  tidak cukup tersedia anggaran yang  dapat

mengakibatkan dilampauinya balas anggaran yang tersedia untuk
kegiatan yung dibiayail dari APBN/APBD.

Tugas  pokok  Pejabat  Pembuat Komimen  dolom pengadaan

barang/jasa adalah

1) Menctapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Rarang/Jasa yang
meliputi spesifikasi :

a) Spesifikasi teknis barang/jasa;

b) Harga Perkiruan Sendiri (HPS); dan

t.':) Rancangan konlrak,

2) Mcherbitkan Sural Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.

3) Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Sural
Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian.

4) Melaksanakan Kontrak denpgan Penyedia Barang/Jasa.

o) Muenpendalikan Pelaksannan Kontrak,

A) Menyimpan dan menjoge keutuhan scluruh dokumen pelaksanaan
Pcngadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan terscbut, dalm hal diperlukun

PPKom dapat :

1) Merubah pakct pckerjaan, dan/atau

2) Merubah jadwal kegiatan pengadann.

3) Menetapkan Tim Pendukung.

4) Mcenctapkan Tim tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk
membantu pelaksanaan tugas ULP, dan

O) Menetapkan besaran uang muka  yang akan dibayarkan kepada
Penyedia Barang/.Jasa.
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ULP / Pejabat Pcngadaan.

ULP (Unit Layanan Pengadaan) adalah unit organisasi pemerintah yung

dibeniuk berdasarkan Peraturan Walikota dan berfungsi melaksanaloan

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungon Pemerintah Kota Scmarang

dengun metode pelelangan elektronik (E-Tendering) melalui SPSE,

ULP  harus dapal memberikan pelayanan/pembinaan  dibidang

Penpadaan Barang/Jasa.

) Pemilihan Penyedin Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh
Kelompok Kerja,

4] Kegiatan Pengadaan yoang dilnksanakan melalui ULP dilctapkan
Lok
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan

nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai  di  atas
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

3) Anggota Kelompol Kerjn berjumlah gasal beranggotakan paling
kurang 2 (tiga) oerang dan  dapat  ditwnbal sesuai dengan
kompleksilas pekerjaan dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga
ahli pemberi penjclasan tcknis.

4) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat
dilaksanakan oleh Kelompok Kerju ULP atau Pejabat Pengadian.

9) Paket Pengadaan Jasa Konsultansl vang  bernilui paling tingsi
Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh
Kelompok Kerja ULP atau Pejubul Pengadaan.

6) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejubat
Pengadaan,

7) Anggota ULP/Pejabat Pengadaun berasal darl pepawai negeri, baik
duri inatanai acndirl maupun instans lainnya,

8) Anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada institusi lain Pengguna
APBN/APBD selain Pemerintah Daerah atau Kclompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pogawai negeri,

9) Dalam hal Pengadaan Barang/Juasa bersifat khusus dan atau
memerlukan  keahlinn  khusus, ULP/Psjabat Pengaduan  dapat
mengpunakun tenaga ahli yang berasal darvi pegawai negeri atau
IWasta.

Keanggotaan ULP dilurang duduk schagui

a) PPKom;

b) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM);

c) Bendahara; dan

d) ADPIP, terkecuali menjudi Pejubat Pengadaan/anggota UL untuk
Penigadnan Rarung/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

Anggoln  Kclompok  Kerja ULP/Pejabat  Pengadaan  memenuhi

persyaratan scbagai berikul :

1) Memiliki  integritas, disiplin, dan tanggung jawab  dalam
melaksanakan tugas;

2) Memaohami pekerjaan yang akan Jiadukan;
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0)
7)

Memahami  jenis  pekerjaan  tertenlu  yang menjadl tugas
ULP/pejubal Pengadaan yang bersangkutan;

Memahami isi dokumen, metode dan proscdur pengadaan:

Memiliki ~ Sertifikat  Keahlian Pengadaan  Barang/Jasa  sesuai
kompetensi yang dipcrsyaratkan;

Menandatangani Puktn Integritas;

Dilarang  duduk  sechagai  bendaliara  alou PPSM (Pcjabat
Penandatangaoan Sural Perintah Membeayar),

Tugas Pokok Jan Kewenanpun ULE/ Pejabat Penpadaan:

1)
2)
)
4)
o)
6)

7)

(.))

Menyusun rencana pemilihan Penyoedin Barang/Jasa;

Menetapkan Dokumen Pengadaan;

Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jusu di website
Ipse.cemarangkota.go.id atau media pengUmuman resmi untuk
masyarakat;

Menilai  kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;

Mclakukan evaluasi adminisirasi, teknis dan  harga terhadap
penawaran yang masuk;

Khusus untuk ULP :

a) Menjawab sanggahan,

b) Menctapkan Penyedia Barang/Jusa untuk

(1) Pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjuan Konstruksi/Jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
rupiah) atau,

(2) Selekst  atau Pemunjukkan  Langsung untuk puliel
Pengadann Jusa Konsultansi yung bernilai paling tinggi Rp.
10.000.000.000,- (scpuluh milyar rupiah).

¢) Menyerahkan salinan Dokumcn Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa kepada PPKom:

d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Khusus Pejabat Penpadaan
A} Menctapkan Penyedia Barang/Jasa untule

(1) Penunjukkan Langsung alau Pengadaan Langsung untuk
paket  Pengadaan  Barang/Pekcrjaan Konstruksi/Jasa
lainnya yang  bernilai  paling  tinggi Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan ntau,

(2) Penunjukkun Langsung alau Pengadaan Lanpsung untuk
Pakel Pengadaan Jasa Konsullunsi  yang bernilai paling
tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

h) Mcnyerahkan dokumen asli pemilihan Penycedia Barang/Jasa
kepada PA/KPA.

Membual  laporan  mengenai  proses dan  hasil pengadaan

kepada Walikota  secara langsung  atau  melalu Bagian

Pembangunan Setda Kola Scimarang;

10) Memberikan  pertanggungjawaban alas  pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Barang/Jasu kepada PA/KPA.
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Dalam hal diperlukan ULP/Pejabat  Penpadaan  dapal mengusulkan
kepada PPKom :

a) Pcrubahan IIPS dan atau,

b} Perubahan spesilikasi teknis pekerjaan.

Pejabhat Pengadann memiliki persyaratan keanpponaan, Tapas pokok

dan kewenangan Kelompok Kerja ULP,

kegiatan yany dilaksanakan oleh Polgn UL Koia Scemarang

a) Peleerjnan Konslruksi dengun nilai HPS diatas Rp.200.000.000,
(dua ratus juta rupiah);

b) Pengadaan Barang dengan nilai 11PS diatas Rp.200.000.000,- (Jua
ratus juta rupiah);

¢) Jasa Konsultansi dengan nilai HPS diatas Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah);

d) .Jasa Lainnya dengan nilai HPS diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus
Jjuta rupiah);

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP ;

1) Memimpin dan mengkoordinasikan scluruh kegiatan ULP;

2) Menyusun program kerja dan anggaran ULLY,

3) Mengawasi seluruh kegiwlun pengodaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan  apabila  ada penyimpangan  dan/atau  indikasi
penyimpangan;

4) Membual laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
barang/jasa kepada walikole

5) Melaksanakan  pengembangan dan poembinuun Surmber  Daya
M#arnsia ULT,

6) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja ULP;

7) Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di
ULP kepada walikota  apabila  terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang- undangan dan/atau KKN;

Panitia/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Panitia/Pejabatl Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejubal yang
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugns memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan,
Hasil pckerjaan dapat diterima apabila telah dilaksanakan sesuai
tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang dinyatakan olch Tim
Teknis atau Konsultan Pengawas (discsuaikan dengan besaran duri
il kontral).
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Husil Pekerjaan berasal dari pcgawal
negeri dari instansi  sendiri maupun instansi lainnya,
Anggola Panitia/Pcjabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Tnstitusi lain
Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana
Swakelola dapat berasal dari bukan pegawal nogori.
Keanggotaan Panitin Penerima Hasil Pekerjaan dapat melibsikan .
- Unsur Keuangan,;
- Unsur Pengendalian;
- Unsur Hukum; dan

Unsur lain sesuai dengan keahlian dan kebutuhars.

4y




Panitia/Pejabat Pcenerima Hasil Pekerjuan wajib memenuhi

persyaratan scbhagai berikut ;

1) Memiliki  integritas, disiplin @ dan  tanggung jawab  dalam
melaksanakan tugas;

2) Memahami isi kontrak;

A} Memilildd kuulifikasi teknis:

4) Menandatanuani pukla integritas, dan

3) Tidak menjabat sebagal PPSPM atau bendahara.

Panilia/Pejubat Penerima Hasil Pekerjnan mempunyai tugas pokok dan

kewenangan sebagai berikut -

1) Melakukan Pemeriksaan hasil pckerjnan Pengadaan Barang/Jasa
gcsual dengan kelunluan yang tercantum dalam kontrale

2) Mencrima  hasil  Pengadaan  Barang/Jasa  selelah  mclalui
pemeriksann/pengujian dan pekerjaan telah  dinyutakan sclesal
sesuai kontrak oleh konsultan pengawas/dircksi lapangan /PPTK;

3) Membuat dun menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa momerlukun kenhlinn khusus,
dapat dibentuk tim/lenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh
PA/KPA.

Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan olch
tim/tenaga ahli tersebul dilakukan selelah  berkoordinsi dengan
Penppuna Jasa Konsultansi yang bersangkutan,

Dalamn hal pekerjaan konsiruksi tidak selesal scsuai batas waktu dalam
kontrak maka DPanitia/Pejabat Penerima  Hasil Pekerjaan dapat
menerima hasil pekerjaan sesuai tahapan yang dicapai dan spesilikasi
dalam kontrak yang dinyatakan oleh Konsultan Pengawas/Dircksi
Lapangan dengan Penyvedia barang/jasa scrta diketahui PPKom.

Penyedia DBarang/Jasa.

Penyedin Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perscorangan
yang menycdiakan Barang/Pekerjnan Konstruksi/Jasa Konsultansi
/Jasa lainnya.

Persyaratan dan  ketentuan  Penyedia  Barang/Jasa diatur dalam
PERPRIEES Nomor 54 Tuhun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubaheannya.

Pengawas Lapangan/Dircksi Lapangan.

Pengawas  Lupangan  adalah  petugas/personid yang  ditunjuk  oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpuna Anggaran dengan nelibalkan

SKPD lerkait,

Pengawas Lapangan boertugas antara lain :

1) Mengawasi peluksanonn pekerjaan dilapangan ageau lidak Lerjadi
adanya penyimpangan bestek;

2) Menyusun laporan mingguan dan diberikan kepada Pengguna
Anggaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan;
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3) Memberikan teguran kepada pelaksana apabila dalam pelaksanuan
kegialan  terdapat  penyimpangan penyimpuangan/tidak — sesuai
bestek;

4) Memecahkan huambatan-hambatan dalam  pelaksanaan kegiatan
rebntas kewenangan yang diserahkan kepadanya uleh Penggunn
ALIZEHTHTL

5) Tkul menertibkan administrasi kegiatan lapanpan;

) Dalam pelaksanaan  tugasnya  penpgawss  lapangan bertangeung
jawnb kepuda PPIKom.

Apabila BKPD  tidak  memiliki pelugas/personil - yang  mempunyai

komampuan  teknis  sesuai dengan jenis pekerjaonnya dapat

menpuunakan jasa konsultansi penpgawasan.

3. Pengadaan Barang/Jasa.

‘ Pengadaan buarang/jasa  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya,

Proses pengadaan barang/jusa pemerintah  dapal  dilakukan  sclelah
Rancangan Peraluran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) disetujui bersama antara Walikota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), adapun penerbitan Surat Penunjukan Penyediu
Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah
Doukumen Pelaksanaan Anggaran (NPA) disahkan.

Yang dimaksud dengan Pengadaan barung/jnsn Pemerintah  adalah
kegiatan pengaduun barang/jasa yang dibiayan dengan APNB/APBD, baik
yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barung/jasa yang
melipull :

a) Penguadaan Barang;

b) Jasa Konstruksi;

¢) Jasa Konsultansi;

) Jusna ]Hinn_y:_l,,

Pengadaan barang/jasa melalui  penyedia barang/jasa dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemilihan Penyedia Barang/.Jasa.
Pemilihan Penyedia Rarang/Jasa dilaksanakan melalui ;
a) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
(1) Pelelanpgan Urmnurn.,
(2) Pelelangan Terbatas (untuk pengadaan burang).
(3) Pelelangan Sedcrhana.
(4) Penunjukkan Langsung.
(5) Pengadaan Langsung.
(6) Sayemhara/Kontes,
b) Untuk Pengaduun Pekerjaan Konstruksi
(1) Pclelangan Umum.
(2) Pelelangan Terbatas.
(3) Pemilihan Langsung.
(1) Penunjukkan Langsung.
(5) Pengadaan Langsung.
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2)

¢) Untuk Pengadaan Jusa Konsultansi
(1) Seleksi Umurm.
(2)Seleksi Sederhanm.
(3) Penunjukkan Langsung.
(4) Pengadaan Langsung,
(3) Saycembara.
d) Pengndnan barang yang terdaftar dalam sistem katalog eleklronik
(F-Calalogue) dilaksanakan menggunakan sislerm E Purchasing,

swakealola.

Pengertinn - swakelola  adalah pelaksanaan  pekerjuun yung
direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan
tenaga sendirt dan atau tenaga luar atau upah borongan tenapga oleh
instansi teknis scsual dengan bidangnya dan tidak semuya instansi
dapat melakukan swakclola,

Peckerjaan yung bisa dilaksanakan dengan Swakelola

a) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
dan/atau memantfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia
serta sesuai dengan tugas pokoknya;

b) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat sclempal;

¢) pekerjaan yang dilihat dari besaran, sifal, lokasi atuu pembiayaan
nya lUduk diminati olch Penyedia Barang/ Jasa;

d) pekerjaan yung secara detail/rinci tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih  dahulu, sehingga apabiladilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jusu akan mcnimbulkan kelidakpastian dan resiko yang
besar,

¢) penyelenggara diklat, kursus, penataran, scuminar, lokakaryn atan
penyuluhan;

f) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang
bersifat khusus untuk pengembuangan teknologi/metode kerja yang
belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jusa;

g) pekerjaan survel,  pemrosesan data,  perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem
tertenti;

Prosedur Swakelola :

1) Pengguna  barang/jasa melakukan  kegiatan  perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, penyernhan, pclaporan, dan
pertangmansjawalban;

) n) Kegiatan perencanaan, melipuli :

(1) penetapan  sasaran, rencana kegiatan dan  jadwal
pelaksanaan.

(2) penyusunan Jjadwal pelaksanaan dengan
mempertimbangkan wakiu yang cukup bagi pclaksanaan
pekerjnan/ kegiatan,

(3) perencanan teknis dan penyiopan metode  pelaksanaan
yang tepat agar dipcroleh rencana keperluan enaga, bahan
dan peralatan yang sesuai;
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)

k)

d)

(4) penyusunan rencana keperlunn tenaga, bahan din peralatan
secarn ringi Rerta dijabarkan dalam rencans kerja bulanan,
rencana kerjia ringguan dan/atau rencana kerja harian, dan

(9) penyusunan rencana total hiaya secara rinei dalam rencana
biaya bulanan  dan/atau biaya mingguan vang tidak
melampaui Pugu Angguran vang telah ditetapkan dalam
dokumen anppraran.

Perencanaan  kegintan  awakclola dapatl  dilakulan  denpan
memperhitungkan tenaga ahli/peralalan/hahan tertentu vang
dilaksanakan dengan konlrak/sewa tersendird,

Kegiatan perencanaan swakelola dimuat dalam KAK.

Perencanaan  kegiatan  swakelola  yang  diusulkun  dan
dilaksanakan olch Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola,
ditetupkan oleh PPK actelah melalui proses evaluas:,

Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan
mengalokasikan waktu untuk proscs perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, penycrahan dan pelaporan.

PA/KPA Dertanggung juwab terhadap penetapan  kelompok
masyarakut pelaksana swakelola fermasuk sasaran, (ujuan dan
hesaran anggaran swakelola.

PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium
pelaksana swakclola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.

Swakelola dapat diluksanakan melebihi 1 (satu) Tahun
Anggaran,

Swalelola oleh Kepala Dacrah selaku Penangguny Jawab Anggaran
diluksanakan dengan ketentuan sehagai berikut:

a)

b)

8)

)

pengadaan bahan, barang jasa lainnya, peralatan/suku cadang,
dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pcjabat Pengadaan;
pengadaan sebagaimana dimaksud angka (1) berpedoman pada
ketentuan dalam Peraturan Presiden 54 tahun 2010 beserla
pembabannyy;

pembayaran upah tenaga kerja yung diperlukan dilakukan
secara berkala berdasarkan dalam daftar hadir pekerja alau
dengan cara upah borongan;

pembayaran  gaji  tetiaga ahli yang  diperlukan  dilakukan
berdasarkan kontrak,

penggunoaan tenaga kerjd, hahan dan/atau peralatan dicaial
seliup hari dalam laporan harian;

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang
Persedisan  (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang
disamakan dilakukan oleh SKPD pclaksana swakelola;

UP/Uang Muka kerja atau istiluh lain yang  disamakan,
diperlanggung  jawabkan  seccara berkala maksimal  secara
bulanan;

kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi sctiap minggu
yang disesuaikan dengun penyerapan dana;
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i) kemayuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievalussi
seliap bulan yang discsuaikan dengan penyerapan dana: dan

1) pengawasan pekerjuun fisik dilapangan oleh pelaksana yiang
ditunjuk  olch  PPKom, berdasarkan  rencana yang lelah
ditetapkan.

4) Pelaporan, Penpuwasan dan Pertanggungjawaban.

Pelaksana swakelola diawasi oleh Penanggungjawab Anggaran alan
oleh Kelompok Masyarakat Peluksana Swakelola.

Laporun  kemajuan  pelaksanaan  pekerjaan  dan pengpunoan
keuangan dilaporkan oleh pelaksan: lapangan/pelaksang swakelola
kepada PPKom sccara berkala.

Laporan kemujuan realisasi fisik dan keuungan dilaporkan setiap
bulan sccara berjenjang oleh Pelaksana swakelola sampal kepada
PA /KPA.

1. Kontrak Pengadaan Barung/Jnsa.

1) Tanda bukti perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/.Jasa lerdiri atas:
a) Bukti Pembelian,
Bukti Pembeclian digunakan untuk Penpadaan Barang/Juasa yang
nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):

h) Kuitansi.
Kuitansi digimakan untulk Penpadaan Barang/Jasa yang nilainya
sarnpal dengan Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);

c) Surat Perintah Kerja (SPK).
SPK digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekcerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya  dengan nilai Sarmpai dengan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultanai  dengan nilai sampai dengan Rp, 50.000.000,
(llma puluh juta rupiah);

d) Surat Perjanjian.
Sural Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya  dengan nilai diatas K. 00.000.000,-
(dua ratus juty rupinh) dan uniuk Jasa Konsuliansi dengan nilai
dintas R13.50.000.000,- (ling puluh juta rupiah).

4) Penandatanganan Kontrak  lengadaan  Buarang/Jasa dilakukan
selelah DIPA/DPA disahkan.

3) Para pihak mcnandatangani  kontrak puling  lambal 14 (empat
belus) hari kerja terhitung  sejuk diterbitkannya Sural  Penctapan
Penyedia Barang/Jasa  dan setelall penyedia  barang/jasa
menyerahkan jaminan pelaksanaan scbhesar 5 % (liina persen) dari nilai
kontrak kepada penppuna barang/jasa.

4) Surat perjanjian/kontrak dibuat apabila pengadaannya  dilakukan
dengan metode pelelangan umum/terbulas, dan untuk pengadaan
yang tidalk melalui metode Pelelangan, maka pelaksanaan perikatannya
dilakukan dengan Surat Porintah Kerja (SPK).
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surat Perinlah Kerja dan Kontrak Pengudaan Barang/Jasa  (ursebul
diatas  yang  merupakan  dasar untuk pencrimaun barang, harus
dengan tegas memual dan menyulukan jumlah barang dan biaya
maupun syarat-syaral lain yang diperlukan,

o) Sural  perjanjian/kontrak  ditandatangani  olch Prjabnt Pembual,
Komilmen dengan pihak ketipga dengnn sepengctahuan
Penggunn Anggaran.

6} Penerimaan barang dilaksunakan olch penyimpan  burang  setclah
diperiksa dan diterima olch Panitin Pemeriksa Darang denpan membuat
Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan, selanjutnya dikelola oleh
Pengurus barang,

7) Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila  dilampiri dokumcn
dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

8) Untuk kegiatan pengadaan jusn konsultansi dan Jasa konstruksi
dengan nilni sampai dengan Rp.50.000.000 - (litma puluh juta rupiah)
harus dilengkapi dengan Dokumen Pengadaun dan Surat Perjanjian
Kerja. ‘

9) Untuk Pembelian Langsung sclain Jasa konsultansi, jasa konstruksi
dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 10.000.000, (sepuluh
Juta rupiah) harus dilengkapi dengan sural pemesanan yang di tanda
tangaul vleh KPA.

VI. PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN APBD,

Bentuk  pertanggungjawaban  pelakaanaan APBD  adualah laporan
Keuangan, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstrukiur
mengenal posisi keuangan dan  transaksi tranzaksi yvang dilakukan
oleh  suulu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah
mecnyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,
arus kas dan kinerja  kecuangan suatu  enlilas pelaporan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifilk fijuan laporan kenanpan pemariniah daeraly adaluhb
untuk wenyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas cntitas pelaporan atas sumber daya
yang dipcrecayakan kepadunya.

Permnbuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing -masing
SKPD. Selunjutnya laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan olch
sub  sistem akuntans: PPKD (DIPKAD) menjadi  Laporan Keunnpun
Pemerinlah Daerah.

Pembuatan Sural Pertanggungjawaban melalui Bendahara Pengeluaran:

1. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti
pcmbelanjaan dana;

2, Dari pencatatan ini dihasilkan dokumen sebagai berikut:

Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran,

Buku Pembantu Simpanan/Bank

Buku Pembantu Pajak,

Buku Pembanin Panjar,

Buku Rekap Pengeluaran per objek,
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10.

11.

Berdasarkan 5 (lima) dokumen tersebul ditambah dokumecn SPJ

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Dengeluaran membual  SPJ

Pengeluaran,

Dokumen SPJ meliputi;

a. Buku Kas Umum,

b. Ringkasan pengeluaran per rincian ubjek disertai bukti-bukti yang
sah,

¢. Dukti atas penyeloran PPN/ PPII,

d. Repisler penutupan kas.

Bendahara Pengeluaran  menycerahkan  SPU Pengehiarun kepada

Pcjabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Rendahara Pengeluaran

juga harus menyerahkun SPJ pengeluaran kepada Bendahuara  Umum

Daerah (BUD) paling lambat tanggal 10 (scpuluh) bulan berikutnya;

Batas maksimal jumlah vang tunai yang dipcrkenankan disimpan dalam

brankas Bendahara Pengeluaran dun Bendahara Pengeluaran Pembantu

setiap akhir harl kerja sebesar Rp.50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah),

Pejabal  Penatausahaan Kcuangun(PPK)-SKI'D  memverifikasi S

pengeluaran;

Apabila disetujui, Pejabat Penatausahuauan Keuangangan (PPK) SKPD

mcnyampaikan SPJ Pengcluaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya.

Kepala SKPD mengesahkan ST Pengeluaran;

Kepala SKPD menyerahkan  Surat  Pengesahan  SPJ kepada

Bendahara Penpeluaran;

Belunja  habis  pakai dapat dilnksanakan berdasarkan kebutuhan

sesual dengan prosedur yang berlaku:

Perjalanan  Dinas dilakukan secara selektil  dan pertanggung

jawabannya diluksanakan sccara semi cdcost yaitu Pcgawai Negeri Sipil

atau Petugas yang melaksanakan perjnlanan dinas diberikan lumsum

dan biaya transportusi, likel rransportasi disertakan schagal lampiran

Sk,

Dasar Pembuatan SPJ dengan Bendahara Penpeluaran Pembantu:

1 '

Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatal bukti-bukti transaksi
pembelanjaan dana;

Dari proses pencatratan ini dihasilkan dokumen schagai berikut:

4. Buku Kas Pengeluaran Pembantu,

b. Buku Pajak PPN/PPh Pembantuy,

c¢. Buku Panjar Pembantu.

Berdasarkan kelign dokumen tersebut Bendahara Pengeluaran
Pembantu membuat SPJ Pengeluaran Pembantu,

Nokumen SPJ Pembantu meliputi:

a. Hukn Kas Umum,

b. Buku Pajak PPN/PPh Pcmbantu,

¢. Bukti pengeluran yang sah.

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan SPJ Pengeluaran
Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat langgal 5
(lima) bulan berikutnya:
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9. Bendahara Pengeluaran memverivikasi, mengevaluasi dan menganalisa
SPJ Pengeluaran Pembanty;

6. Selelah disetujul, Bendahara Pengeluaran akan mengpunakan §PJ
Pengeluaran Pembantu dalam proses pembuatan SPJ,

Lampiran yang horus dipenuhi untuk pengesahan $PJ sceard umum ¢

1. Catatan transakasi,

2. Jurnal,

3. Buku besar (buku bezar pecmbantu),
4. Daftar saldo,

5. Neraca,

B, surplus/defisit,

7. Arus Kas;

8. Perhilungan anggaran;

9. Dokumen.

Lain-lain.

1. Penecrima hibah bantuan sosial dan bantuan keuadangan merupakan
t'll':ljﬁ]'{ [mr'nﬁriln;uml tleh [,Jﬁme-'.r'ilum I\.mgr;it,xrml bk inlernnl THEHII
eksternal.

2. Apabila terjadi sisa anggaran dari pengadaan barang/jasa maka sisa
anggaran tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah;

3. Harus dihindari penggunaan sisa anggaran pengadaan barang/jasa
dengan melalui adendum,

4, Perencanann alokasi anggaran harus dihitung untuk keperluan 1 (satu)

tahun anggaran,

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara DPA dengan pelaksanaan

kegiatan, PPK-SKPD berkewajiban melakukan pemindahbukuan untuk

disajikan  dalam  CALK (Catalan alas  laporan  kceuangan) untuk
selanjutnya dilaporkan kepada PPKD sclaku BUD,

(. Settap fransakst belanga modal harms cdilakukan kapitalisas: cdan
dilaporkan dalam laporun assel kepada DPKAD dan dilakukan sesual
Peraturan Walikota Semarang tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Kota Scmarang.

7. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 pengelola kegiatan
wajlb  menyusun juklak  dan juknis  keglatan yang menjadi

[#H]

Lanppunpjawabnys,
8. Transport SPPD Dalam Daerah dapat diberikan untuk kegiatan yang :
a. Dilaksanakan tidak tcrus mencrus;
b, Disertai Surat Tugas;
¢. Tidak menggunakan kendaraan dinas (plat merah);
d. Bukan merupakan Tupoksi dari SKPD terkait.

VIT. PENGENDALIAN

Penpendalinn dimaksudkan apar pelaksanaan kepiatan sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat tepat waktu, tepat mutu,
tertib administrasi, tepat sasaran serta tepat manfaat.
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Dalam Tahun Anggaran 2015, fungsi pengendalian yang lehih
diperhatikan dan ditingkatkan bobotnya dengun perdmbungan babwa
APBD merupokan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anpgaran terhitung mulai tanggal | Januari sampai dengan tanggal 31
Desember sehingga pelaksanaan kepiatan tidak boleh melampaui batas akhir
IHI'IUH dlggerall.

A, PENGENDALIAN UMUM

1. Pengendalian umum dilakukan terhadap scmua  keglatan yang
bertujuan untuk:

a. Mengamati secara terus menerus bagalmana hasil guna dan daya
keseluruhan kegiatan;

h. Mengamati pengegunaan sumber dana dan daya oleh seluruh
kegiatan agar scsual dengan kebijuksonaooen yang digariskan.

2. Pengendalian umum dilakukan sebagai berikut:

a. Mendapat laporan bulanan/triwulan/semecster schbagal umpan
balik;

b. Mendapat Surat Pertanggungjawaban setiap bulan,;

. Mengadakan pembinaan terhadap bendahara,

Mengadakan peninjauan lupanguan secuara periodik;

e. Mengikuli lerus mencros umpan balik dan  hasil peninjauan
lapangan unluk mengetahui apakah pelaksanaan seluruh kegialun
pembangunan masih  relevan dengan  tujuan  dan  sasaran
pembangunan yang tclah ditetapkan;

f. Mengadakan Forum/Rapal Koordinasi SKPD sccara periodik untuk
moemantau  purkcimbangan, hambatan dan capaian seria iindak
lanjut pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

3. Pengcndalian umum dilakukan Walikota dibantu oleh:

a. Kepala BAPPEDA selaku penpendali Tungsional program/kegiatan
dalam rangka penceapaian sasaran umum pembangunan;

b. Sekretoris Daerah melalul Kepala Bagian Pembangunan selaku
pengendali adminiatrasal dan opernsional  progrom/kegiatan,
melaksanakan pengendalian dan pemantauan tentang pengendalian
pclaksanaan administrasi kegiatan dan operasional kegiatan;

c. DPKAD  selaku  pengendali  administrasi  keuangan dalam
rangka efesiensi dan efektifitas pengeluaran anggaran,

d. NDPKAD selalku koordinator pendapatan dalam rangka
menpendalikan dan mengamanlkan pendapatan;

e. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIDP)
dalam rangka pengendalian atas kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan;

f. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

g. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 20105, sccara berkala akan dilnksunokan rapat
kerja rumpun yang terdiri dari ; Rumpun Pemerintahan dan Sosial
Budaya, Rumpun Perekonomian, dan Rumpun Infrastruktur, yang
dipimpin oleh Bapak Walikota.




2.

9.

PENGIENDALIAN KEGIATAN

Pengendalian dilakukan lerhudap scmua kegiatan yang diproyeksikan

dnlam pengadaan  barang/jasa  baik yang dilaksanakan sceara

kontraktual maupun swakelola yang bertujuan untuk :

a. Mengikuti, mengamati dan menyesuaikan kemajuan kegialan scoata
terus menerus bagairmana hasil prna dan daya guna kegiatan;

b. Mengnmati agar pelaksanaan kegiatan sesuni denpan tujuan biaya
dan jadwal yang dircncanuakun.

Pengendalian dilakukan dengan cara:

a. Menduapatkan laporan sebapgai umpan balllk;

b. Mcngadakuan peninjauan lapangan dongan tujuan:
 Untuk mengamati perkembungan pclaksanaan kegiatan,
- Untuk menguji kebenaran laporan yang diterima.

Pengendalian  dilakukan  Sckrelariat Dacrah  meclalui Bagian

Pembangunan  selaku  Pengendali  Kegiatan  disamping schagai

Penpendalian Administrasi dan Operasional Program /Kegiatan dengan,

1) BAPPEDA schugaiPengendalin Sasaran Fungsional Program
Kegiatan;

2) DPKAD sebagal Pengendali Administrasi Keuanpan Operasional
Program/Kcgiatan,

3) Kepala SKPD schagai Pengendali Teknis dan Administras scmua
program /kepiatan oi SKPD masing-mazing,

4) Untuk SKPD yang belum mempunyai tenaga ahli konstruksi, maka
dalam pengendalian tcknisnya dibantu Dinas Teknis.

Pengendalian Kegiatun Perjalanan Dinas.

Agar liduk tecrjadi tumpang tindih  dalam  pengpunaan dana

perinlanan dinas yang dibiayai olch program/kegiatan,  maka Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditnndatangani oleh Pengguna Anggaran (PA),

untuk Lingkungan Sekretarial Dacrah dapal ditundatangani olch

Kuasa Pengguna Anggaran,

Dalam rangka memenuhi kaidah kaidah pengelolaan keuangan daerah,

pemerintah  daerah  secara bertahap meningkatkan akuntabilitas

penggunaan belanja perjalanan dinas melalul pencrapan penganggardn

dan pelaksanaan porjalanun dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata

(@t eosl) selkurang-kurangnya  untuk perlanggungjawaban  biaya

transportasi dan akomodasi serta menghindari adanya pengunggaran yang,

bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditctapkan dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2014 lentang

Standar Saluan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun

Anggaran 2015.

Dalam penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD) harus memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan
dinas untuk perjulanan dinas dalam wilayah jabatannya;

b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang
berwenang harus mcmperoleh persetujuan/perintah atasannys.

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPD

ditandatangani oleh:

A, Alasan langsungnya scpanjang pejabat yung boerwenang satu tempal
kedudukan dengun atasan langsungnya.
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b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hual pejabat
tersebut merupakan pejabat tertinggi puda lempat kedudukan pcjabat
yang  bersangkutan setelah memperoleh  persetujuan/perintah
atasannya.

Dalamn rangka pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah,
scliap SKPD wajib menyusun laporan dalam bentuk laporan kernajuan
kegiatan / perkembanpun pencapaian target Kegiatan kepoda BAPTIEDA,
DPKAD, Bugian Pembangunan dan Inspekiorat.

Laporan  terschut  diatas  baik  yang  bersumber  dari APRD,
AFBD Propuusy Juwn Tengah maupun AFBN (crmasuk di dalamnya adalah
kegintan-kegiatan yang borkailun dengan dana dekonsentrasi dan tugas
pembantuan.

Laporan disampaikan sclambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan
berjalan.

Dalam rangka pengendalian, BAPPEDA dan Bagian Pembangunan
akan melakukan monitoring kegiatan- kegiatan secara berkala,

C. EVALUASI TAHUNAN

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah
yang dana pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah
berakhirnya tahun angguran yang bersangkutan, dengan  musukan
utama berupa laporan peluksanaan dan  Lermuan temuan monitoring.

Pelaksanaan, scrta berorientasi pada identifikasi hasil -hasil nyata
dari pelaksanaan program/kcgiatan yang sclanjutnya merupakan Laporan
Pertanggung Jawaban SKPD kepada Walikota yang selanjutnya sebagai
bahan Pertanggung .Jawaban Walikota kepada DPRD.

Hasil evalunsi menjadi pedoman atuu  scuan Unluk menilai
sejauhmana  ujuan dan  sasaran pemberian  dann dan  pelaksanaan
program telah tercapai.

Pencapaian tujuan dan sasaran terscbut harus tercermin dalam tolok
ukur sebagaimana terschut diatas.

Evaluasi dilaksanukan terhadap kontrak kinerja Kepala SKPD
dengan Walikota dan  hasil cvaluasi (rapor) digunakan untuk menilai
keberhasilan atau kopapalan Kepala KT,

D. PENGAWASAN

Untuk meningkulkun profesionalisme dan  kinerja kegiatan  yang
lebih  efisien dan  cfcktif, sangat diperlukan suatau langkah-langkah
strafegis dalam proses pembinaan, pengendalinn dan pengawasun secara
konsisten, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat bhenar benar
terukur dari aspek waklu, mutyu, administrasi dan manfaat.

Hal ini perlu scgera dilakukan mengingat pada saat ini sedang terjadi
tuntutan akan perlunya perubahan paradigma dan reorientasi kcarah
pemberdayaan ekonomi rakyal yang lebih memperhatikan masalah
transparasi, akulabilitas  dan  kinerja dalam  pengelolaan keuangan
publik.
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Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah scbagai berikut:

I. Penilaian kelembagaan untuk optimalisasi  sinergi perencanaan,
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan,

2. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas kerja 8DM para peongelola
kegiatan, schingga memiliki keahlian dan ketrampilan yang memadai,

J. Keterlibatan masyaralat dalom mekanisme kontrol terhadap
pelaksanaan kepiatan melalul sosialisasi dan informasi sceara lebih
transparan dan akomodatif;

4. Sistem pengendalian internal perlu dioptimalkan schingga mampu
mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yvang lebih baik,

Pelaksanaan pengawasan  sccara  [ungsional  dilakukan  olch
Inspektorat Kota Semarang.

VI, PELAPORAN

Pelaporan merupakan suatu alat pengendalian yang dituangkan
dalam bentuk instrument yvang harus ditempuh dan dilaksanakan baik
scjak  kepiatan  berjalan atau berlangsung maupun sampail akhir
pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan dapat juga sebagal pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan dana kegiatan, guna memberikan informasi tentang kinerja
pengelolaan di Pemerintah Kota Semarang scbagai bahan masukan
penyusunan  kebijukan i Pusat/Propinsi, maka  Pemerintah  Kota
Svmarang harus menyampaikan laporan-laporan sehagai berikut:

A. LAPORAN REALISAST FISIK DAN KEUANGAN

Format Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan daftar isian
yvang berisi progres/kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan
pada pelaksanaan berbagal kegiatan yang dibiayal olch APEN/APBD.

Pelaporan RFK dilakukan bulanan yaitu paling lambat tanggal 5
(lima) bulan berikutnya.

B. LAPORAN MONITORING

Laporan monitoring bertujuan untuk memenuhi kemajuan dan
permasalahan pelaksanaan di dacrah dan berorientasi pada  pemecahan
masalah sccara lintas scktoral,

(Garis besar isi laporan monitoring adalah:

1. Identifikasi masalah dan hambatan dalam aspek, perencanaan,

penyaluran/pencairan dana, pelaksanan dan pelaporan;

Upaya pemecahan yang tclah dilakukan;

3. Permohonan tlindak lanjut bagi permasalaban yang belum  dapat
dipecahkan.
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C. LAPQRAN EVALUASI TAHUNAN

Laporan KEvaluasi Tahunan akan digunakan scbagai bahan
penyusunan kehijakan di Pemerintah Kola Semarang dengan garis hesar
is1 laporun adalah sebagal berikut:

Dana keglatan yang diterima,

Scbharan scktor pemanfaatan doana,

Evaluust lerhuadup pengelolaan (berdaaarkan indikalor keboerhasilan

aapck pengelolaan),

4, WBvaluast terhadap hasil pemanlaantan dana (berdasarkan indikator
keberhasilan pemanfaatan dana),

5. Rekomendasi.

Pelaporan Evaluasi Tahunan dilakukan sckali dalam sctahun yaitu
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun angguran berjulun berakhir.

Penanggungjawab Pelaporan Evaluasi Tahunan adalah BAPPEDA
Kotla Semarang,

G ko~

D. LAPORAN IIASIL BELANJA MODAL

Apabila sualu program/kegialan scluruhnya telah selesai, maka
Pengguna Anggaran wajib  melaporkan hasil pengadaan belanja
barang/belanja modal kepada Walikota ¢.q. Kepala DPKAD setiap 6
(enam) bulan sekali dalam Daftar Mutasi Aset dan Rekapitulasi Buku
Inventaris, selanjutnya pada akhir tahun anggaran diperhitungkan dalam
Neraca Asel SKPD,

Dalam hal Pengeruna Anpgaran Gdak memiliki lupoksi yang berkailan
dengan pengelolaan barang yang telah dihasilkan, maka Pengguna Barang
wajib menycrahkan scluruh hasil pcngadaan barang kepada Sekretaris
Daerah selaku Pengelola barang yang selanjutnya diserahkan kembali
kepada SKPD lain yang memiliki tupoksi berkaitan dengan barang
Lersebul untluk ditunjuk sebagai Pengguna Barang dalam Berita Acara
Penyerahan dengan dilampiri :

I. Surat/buku perjanjian atau kontrak;

2. 8K pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan;

3. Burat penyertaan kegiatan telah selesai 100% yang dinyalakan olch
Panitia/Pejabat - Penerima Hasil Pekerjpan dengan dikelahui oleh
Penggunan Anggaran,

4. Berita acara pencrimaan barang oleh benduhuarawan barang untuk

kegiatan pengadaan barang;
5. Untuk kegiatan non fisik dilampiri dengan laporan hasil kegiatan.




IX. PENUTUP

Pcdoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kola Semarang Tahun 2015 ini merupakan pctunjuk bagi
SKPD  dalam  pclaksanaan  anggaran/kegialan yang  menjadi
kewenaupannya,

Hal hal yang tidak diatur dalam Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Angguran Penduapatan dan Belanja Tahun 2015 ini, tctap
berpcdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangun yang
herlaku.

WALI ARANG

HENDREAR PRIHADT
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